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BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 2§ TAHUN 2025

. TENTANG
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan
Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rote Ndao, maka perlu melakukan penyesuaian uraian
tugas Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Daerah
Kabupaten Rote Ndao;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4184);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indconesia Nomor S5587); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan...
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Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S Tahun 2017

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 197);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 885);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan
Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2024 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rote Ndao Nomor 003);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki
Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

3. Kelompok...
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3. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

4. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional adalah
pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui
penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.

0. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

11. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Rote Ndao.

12. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Rote Ndao.

13. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Rote Ndao.

14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kabupaten Rote Ndao.

b2 A0 o LD

BAB 11
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 2

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai
susunan jabatan sebagai berikut:
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan ‘f
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
c. Bidang, sebanyak 5 (lima) Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan #
Daerah;
2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. UPTD.

(2) Uraian...



{2) Uraian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pasal 3

(1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai susunan jabatan sebagai
benkut:
a. Kepala Badan.
b. Sekretanat, terdin atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dan:
1. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
2. Bidang Akuntansi;
3. Bidang Anggaran; dan
4. Bidang Aset Daerah.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. UPTD
12} Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ angka 1, terdiri dani:
a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
b. Sub Bidang Kas Daerah.
13} Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ angka 2,
terdiri dari:
a. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi; dan
b. Sub Bidang Akuntansi Bendahara Umum Daerah.
(¥) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ angka 3,
terdiri dari:
a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.
(3) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ angka 4,
terdini dari:
a. Sub Bidang Pengadaan dan Pengamanan Aset; dan
b. Sub Bidang Penatausahaan Aset.
(6) Uraian Tugas Jabatan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupad ini.

Bagian Ketiga '
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 4

(1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai susunan jabatan sebagai berikut: b
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian...



(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Pajak Daerah;
2. Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-lain;
3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan; dan
4. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Penyuluhan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. UPTD
Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
angka 1, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah; dan
b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah.
Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ angka 2, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pendataan Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-lain;
dan
b. Sub Bidang Penerimaan Retribusi.
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c angka 3, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
b. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan.
Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c angka 4, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pelaporan; dan
b. Sub Bidang Penyuluhan.
Uraian Tugas Jabatan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Pasal 5

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
mempunyai susunan jabatan sebagai berikut:
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang, sebanyak 2 (dua) Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Pengembangan dan Mutasi; dan

2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan. ‘f
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. UPTD.
Uraian Tugas Jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber. p
Daya Manusia Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III...



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulaj berlaku, maka Peraturan Bupati Rote
Ndao Nomor 27 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural,
Koordinator dan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pada Badan
Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun
2022 Nomor 027) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba’a

2025
PARAF HIERARKI
Sekretaris Daerah T
Asisten Administrasi Umum V
Kepala Bagian Hukum )
{

Diundangkan di Ba’a

Asisten Administrasi Umum

Kepala Bagian Hukum j

Kepala Bagian Organisasi #!

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 063¢
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 3$ TAHUN 2025

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN ¢ KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

ESELON : II-b

UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET

DAN INOVASI DAERAH

RUMUSAN TUGAS

MERUMUSKAN PROGRAM KERJA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH MELIPUTI KESEKRETARIATAN, PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM,
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN SERTA RISET DAN INOVASI DAERAH
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR
TERWUJUDNYA PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF DAN BERKESINAMBUNGAN. _

S. URAIAN TUGAS :

5.1

2.2

S.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

merumuskan Rencana Strategis Badan berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan kebijakan
Bupati serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan
pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;

merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja
Tahunan, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja sesuai ketentuan dan
prosedur yang  berlaku untuk  digunakan sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Badan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

merumuskan dan menetapkan Analisis Jabatan, Analisi Beban Kerja,
Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis, Standar
Operasional Prosedur;

merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi budaya kerja dan kinerja
Badan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar
terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang
optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan;

menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh auditor
pemerintah;

mengoordinir penyelanggaran program dan/atau kegiatan Badan
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target yang telah ditetapkan;

merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis
pembinaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, riset dan
inovasi daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan program kerja badan;

5.9 mengoordinasikan...



5.9

5.10

S.11

5.12

S.13

5.14

5.15

5.16
5.17
S5.18

2.19

5.20

.21

S5.22

5.23

mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan
ketentuan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas,

mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta rencana
kerja Pemerintah Daerah berdasarkan Konsensus yang dibuat bersama
stekeholders sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud
perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan;
merumuskan penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
dan mengoordinasikan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
mengoordinasikan Kebijakan Umum Anggaran dan skala prioritas
pembangunan daerah berdasarkan kesepakatan bersama antara
pemerintah daerah dengan legislatif dengan memperhatikan usulan
strategis dari satuan kerja guna dihasilkan kebijakan anggaran yang
berbasis kinerja;

mengoordinir penyusun rumusan program dan Kegiatan strategis baik
yang dibiayai sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah
Provinsi untuk dimasukkan kedalam program Provinsi dan/atau
diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam
program/kegiatan tahunan Nasional agar tercipta sinergitas perencanaan
pembangunan;

mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah
Rencana Kinerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah agar terukur kinerja sesuai rencana pembangunan daerah,;
mengoordinir  kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan perencanaan pada Perangkat Daerah agar sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;

mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah
pemerintahan kabupaten;

mengarahkan pelaksanaan riset, pengkajian kebijakan dan fasilitasi
inovasi daerah;

mengarahkan dan memotivasi pelaksanaan tugas sekretaris, kepala
bidang berdasarkan rencana program dan kegiatan;

melakukan perumusan program kerja, kebijakan, pedoman, standar,
norma dan petunjuk teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah berdasarkan kebijakan nasional dan daerah dibidang
Riset dan Inovasi Daerah untuk optimalisasi program Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

menyusun peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan aset agar
terpelihara dan dimanfaatkan secara efektif dan efesien;
mengoordinasikan pengkajian dan penyiapan telaahan staf kepada
Bupati terkait kebijakan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi
daerah di daerah;

mengendalikan penyusunan rumusan dan menetapkan Laporan
Pengendalian Internal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah, Laporan Keuangan dan Aset dan Laporan Kinerja lainnya sesuai

i

dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai

bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

5.24 melaksanakan...



5.24

5.25

5.26

S.27

5.28

melaksanakan penilaian kinerja, perilaku, pembinaan disiplin scrta
memotivasi bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin,
profesional dan bermoral;

mengoordinasikan  program dan/atau kegiatan badan  dengan
instansi/lembaga terkait baik pusat maupun daerah dalam rangka
sinkronisasi program dan/atau kegiatan,

mengevaluasi pelaksanaan tugas badan berdasarkan rencana kerja
untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menctapkan
alternatif pemecahan masalah;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan
tahunan serta laporan tugas kebadanan lainnya berdasarkan sumber
data dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : SEKRETARIS
2. ESELON : II-a
3. UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

RISET DAN INOVASI DAERAH
4. RUMUSAN JABATAN

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENYELIA DAN MENGEVALUAS
PELAKSANAAN KEGIATAN MELIPUTI UMUM DAN KEPEGAWAIAN,
KEUANGAN DAN ASET BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YAN
BERLAKU AGAR TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRATIF YANG CEPAT,
TEPAT DAN LANCAR.

S. URAIAN TUGAS :

5.1 merencanakan langkah-langkah operasional sekretariat berdasarkan
rencana kerja badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta
sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

5.2 mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahkan tugas
kesekretariatan meliputi Umum dan Kepengawaian, Keuangan dan Aset
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;

5.3 mengoordinir penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama,
Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja tahunan
sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

5.4 mengoordinir penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja,
Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis dan Standar
Operasional Prosedur;

5.5 nmengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Badan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

5.6 mengoordinir pelaksanaan budaya kerja dan kinerja Badan sesuai
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos
kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal,
ekonomis, bermanfaat dan memuaskan;

5.7 mengoordinir penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, asset agar tersedia layanan administrasi yang cepat, tepat
dan lancar;

5.8 mengoordinir penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan yang disampaikan oleh auditor pemerintak;

5.9 melakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas/kegiatan
dengan atasan langsung/instansi terkait untuk mendapatkan masukan
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

5.10 menyelia penyusunan rencana program/kegiatan berdasarkan
masukan data dari bidang di lingkungan badan, agar tersedia program
kerja yang partisipatif;

S5.11 menganalisa kebutuhan pegawai dan membagi seluruf staf yang ada
untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai dengan kebutuhan dan
keahliannya;

5.12 mengoordinir penyusunan pedoman, standar, norma dan petunjuk
teknis pembinaan penyelenggaraan bidang perencanaan pengembangan f
dan inovasi di daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program kerja badan;

5.13 mengoordinir pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan aset b
agar terpelihara dan dimanfaatkan secara efektif dan efesien;

5.14 mengoordinir...
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URALIAN TUGAR



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN i KEPALA SuB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

2. ESELON 1 IV-a

3. UNIT KERJA : SEKRETARIAT

4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN KEGIATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

MELALUI PENYIAPAN KETATAUSAHAAN, PERLENGKAPAN, URUSAN RUMAH
TANGGA, PERJALANAN BADAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN
PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCIPTA PENATAAN PERSONALIA
YANG KOMPETEN SESUAI PERKEMBANGAN DEMI TERWUJUDNYA
PENGELOLAAN ADMINISTRASI YANG TEPAT DAN AKURAT.

S. URAIAN TUGAS :

S.1

5.2

5.3

5.4

3.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

merencanakan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkanlangkah-langkah operasional sekretariat dan hasil evaluasi
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

membagi tugas dan membimbing bawahan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing
agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

menyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Standar Kopetensi
Jabatan, Standar Kopetensi Teknis, Standar Operasional Prosedur
sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan budaya kerja dan kinerja
dinas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar
terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang
optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan;

mengendalikan pelaksanaan penataan surat-menyurat, urusan rumah
tangga, ketatalaksanaan dan kepegawaian, pengelolaan perlengkapan
kantor, pentaan arsip dan pengaturan ruang kerja serta
kebersihan /keamanan kantor;

mengendalikan pelaksanaan pengamanan kantor pada jam dinas
maupun di luar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan
prasarana gedung kantor;

memberikan layanan hubungan masyarakat kepada instansi/pihak
terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan
tugas;

mengendalikan dan memerikasa pengumpulan data penyusunan Daftar
Urut Kepangkatan dan pengusulan Karpeg, Kartu Suami/Kartu Istri,
Kartu Indonesia Sehat/Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan Badan Pertimbangan
Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil serta satya lencana agar
tersedia data usulan yang valid;

menerima dan mengoreksi bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala, cuti pegawai, model C dan Sasaran Kinerja Pegawai agar
tertib administrasi kepegawaian;

melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai
baik diklat struktural, teknis maupun fungsional, tugas belajar dan ijin
belajar agar pengusulan tepat waktu;

mengontrol dan merekapitulasi kehadiran pegawai berdasarkan daftar
hadir harian sebagai pembinaan disiplin pegawai;

5.12 menyiapkan...

b



B.12

5.13

S5.14

5.15

3.16

5.17

menyiapkan penyusun telaahan staf, informasi staf, saran dan
pendapat kepada Bupati terkait kebijakan perencanaan pembangunan,
riset dan inovasi daerah di daerah;

melakukan konsultasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan atasan
langsung/instansi terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
terciptanya Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan
bermoral;

memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk
menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...

L



URAIAN TUGAS JABATAN

1 NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
2 ESELON ¢ IV-a

3 UNIT KERJA :  SEKRETARIAT

4 RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN URUSAN KEUANGAN,
DAN ASET BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU

AGAR TERWUJUD PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET YANG
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

S. URAIAN TUGAS :

5.1 merencanakan kegiatan di Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan
langkah-langkah operasional Sekretariat dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

5.2 membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan sesuai
tugas pokok dan fungsinya agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

5.3 menyusun dan meneliti rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas
agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;

5.4 mengontrol penyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan agar
tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;

5.5 melakukan verifikasi dan rekonsiliasi anggaran penerimaan dan
pengeluaran dinas sesuai dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah
sesuai data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan
yang akuntabel;

5.6 menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
aset dan barang persediaan dinas;

5.7 menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang
perlengkapan;

5.8 mengoordinir penyiapan bahan inventarisasi, pemanfaatan,
pemindahtangankan, pemusnahan serta penghapusan barang milik
dinas;

5.9 menyiapkan data tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan oleh auditor
pemerintah;

5.10 melakukan konsultasi dengan atasan langsungatau pihak lain yang
terkait untuk mendapat masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas;

5.11 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;

5.12 melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, guna mengetahui permasalahan
dan mencari solusinya;

5.13 melaksanakan evaluasi dan menyampaian laporan pelaksanaan tugas
bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan;

5.14 melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan b

5.15 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...



URAIAN TUGAS JABATAN

1 NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

2 ESELON : HI-b

3 UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET

DAN INOVASI DAERAH

4 RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN
KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERWUJUDNYA
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN.

S. URAIAN TUGAS :

9:1

S.2

3.3

5.4

5.5

5.6

0.7

5.8

5.9

5.10

S.11

merencanakan operasional bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan rencana kerja Badan dan
hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing
agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

merumuskan program kerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang
berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

menyelia penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan
ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

memberi petunjuk penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah agar terwujud
sinergitas perencanaan antar sektor;

menyelia Kebijakan Umum Anggaran dan Skala Prioritas
Pembangunan Daerah berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah
tingkat Kabupaten agar tersedia pedoman perencanaan dan
penganggaran yang sesuai kebutuhan daerah;

menyelia pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas
pelaksanaan perencanaan dan pembangunan lingkup Pemerintah
Kabupaten;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
terciptanya Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional
dan bermoral;

melakukan konsultasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan atasan
langsung/instansi terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

URAIJAN TUGAS...




2.
3.

g,

URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

ESELON : II-b

UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET

DAN INOVASI DAERAH

RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN/PROGRAM BERDASARKAN KETENTUAN DAN
PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERWUJUDNMNYA PERUMUSAN KEBIJAKAN
TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

0}

3.1

9.2

5.3

5.4

5.5

5.6

S.7

5.8

5.9

S5.10

L 1

5.13

URAIAN TUGAS

merencanakan operasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia berdasarkan rencana kerja Badan dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing
agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang
telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
menyelia pengumpulan dan pengolahan data dasar perencanaan
pembangunan agar kegiatan terkendali sesuai dengan sistem dan
prosedur yang berlaku;

memberi petunjuk perumusan operasional perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten agar tersedia kebijakan perencanaan pembangunan
yang akomodatif;

memberi petunjuk penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah agar terwujud sinergitas
perencanaan antar sektor;

menyelia Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Skala Prioritas
Pembangunan Daerah berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah
tingkat Kabupaten agar tersedia pedoman perencanaan dan
penganggaran yang sesuai kebutuhan daerah;

menyelia persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana
pembanguan Daerah agar memudahkan dalam pelaksanaan program;
menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan agar
tercapai hasil yang optimal sesuai rencana;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
terciptanya Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan
bermoral;

melakukan konsultasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan atasan
langsung/instansi terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...

:



2.
3.

4.

URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN :  KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM

ESELON . III-b

UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET

DAN INOVASI DAERAH
RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN
PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERWUJUDNYA PERUMUSAN KEBIJAKAN
L TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

S. URAIAN TUGAS

o1

5.2

S.3

5.4

5.5

5.6

S 4

5.8

5.9

5.10

S5.11

5.12

5.13

merencanakan operasional Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam berdasarkan rencana kerja Badan dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar
tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang
telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
menyelia pengumpulan dan pengolahan data dasar perencanaan
pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam agar
kegiatan terkendali sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku;
memberi petunjuk perumusan operasioal perencanaan pembangunan
daerah kabupaten pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
agar tersedia kebijakan perencanaan pembangunan yang akomodatif;
memberi petunjuk penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah di Bidang Perekonomian
dan Sumber Daya Alam agar terwujud sinergitas perencanaan antar
sektor;

menyelia Kebijakan Umum Anggaran dan Skala Prioritas Pembangunan
Daerah berdasarkan usulan dari Organisasi Perangkat Daerah tingkat
Kabupaten pada Bidang Perekoncmian dan Sumber Daya Alam agar
tersedia pedoman perencanaan dan penganggaran yang sesuai
kebutuhan daerah;

menyelia persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
agar memudahkan dalam pelaksanaan program;

menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan di
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam agar tercapai hasil yang
optimal sesuai rencana;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
terciptanya Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin dan profesional;
melakukan konsultasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan atasan ,
langsung/instansi terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN

2. ESELON : IMI-b

3. UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

RISET DAN INOVASI DAERAH
4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG’

BERLAKU AGAR TERWUJUDNYA PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

5. URAIAN TUGAS

S.1 merencanakan operasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
berdasarkan rencana kerja Badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya
serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

5.2 mendistribusikan tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing
agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

5.3 menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang
telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;

5.4 menyelia pengumpulan dan pengolahan data dasar perencanaan
pembangunan agar kegiatan terkendali sesuai dengan sistem dan
prosedur yang berlaku;

5.5 memberi petunjuk perumusan operasioal perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten agar tersedia kebijakan perencanaan pembangunan
yang akomodatif;

5.6 memberi petunjuk penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah agar terwujud
sinergitas perencanaan antar sektor;

5.7 menyelia Kebijakan Umum Anggaran dan Skala Prioritas Pembangunan
Daerah berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah tingkat Kabupaten
agar tersedia pedoman perencanaan dan penganggaran yang sesuai
kebutuhan daerah;

5.8 nmenyelia persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah agar memudahkan dalam pelaksanaan program;

5.9 menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan agar
tercapai hasil yang optimal sesuai rencana;

5.10 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai dengan ketentuan yang boperlaku agar
terciptanya Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin dan profesional;

5.11 melakukan konsultasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan atasan
langsung/instansi terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

5.12 melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas %
bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

5.13 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN  KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH
2. ESELON » Ml-b
3. UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET

DAN INOVASI DAERAH
4. RUMUSAN TUGAS :

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM DI BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH
BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU AGAR TERWUJUDNYA
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS RISET DAN INOVASI DAERAH.

S. URAIAN TUGAS

5.1 merencanakan operasional Bidang Riset dan Inovasi Dacrah

berdasarkan rencana kerja Badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya

serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan baik sccara tertulis maupun

lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing

agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

5.3 menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang
telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;

5.4 menyelia pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan di daerah,;

5.5 merumuskan program kerja Bidang Risct dan Inovasi Dacrah
berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman
dalam pclaksanaan tugas;

5.6 menyelia penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Riset dan
Inovasi Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

5.7 menyelia pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas
pelaksanaan kelitbangan lingkup Pemerintah Kabupaten;

5.8 memberi petunjuk Pelaksanaan fasilitasi dan inovasi daerah;

5.9 memberi petunjuk dan pendampingan bagi warga negara asing yang
melakukan riset di kabupaten dan melaporkan kepada atasan;

S5.10 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
terciptanya Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin dan profesional;

5.11 melakukan konsultasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan atasan
langsung/instansi terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

5.12 melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

5.13 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 3$ TAHUN 2025

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

ESELON : II-b

UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RUMUSAN TUGAS

MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG KEUANGAN DAN ASET
DAERAH MELIPUTI KESEKRETARIATAN, PERBENDAHARAAN DAN KAS
DAERAH, AKUNTANSI, ANGGARAN DAN ASET DAERAH BERDASARKAN
KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR KEUANGAAN DAN
ASET DAERAH DIKELOLA SECARA TERTIB, TAAT PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, EFEKTIF, EFISIEN, EKONOMIS, TRANSPARAN
DAN BERTANGGUNG JAWAB.

S. URAIAN TUGAS

5.1

5.2

5.3

5.4

3.5

5.6

9.7

5.8

merumuskan Rencana Strategis badan berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan kebijakan
Bupati serta masukan dari komponen masyarakat untuk
meningkatkan pelayanan pemerintahan;

merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama, Rencana
Kinerja Tahunan, Rencana Kerja tahunan, Perjanjian Kinerja sesuai
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman operasional
dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun
berjalan;

merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
merumuskan dan menetapkan Analisis Jabatan, Analisis Beban
Kerja, satndar kompetensi jabatan, standar kompetensi teknis dan
Standar Operasional Prosedur;

merumuskan, menetapkan dan megevaluasi budaya kerja dan kinerja
badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya
etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal,
ekonomis dan bermanfaat;

menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh auditor
pemerintah;

mengoordinir penyelenggaraan program dan/atau kegiatan badan
berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mencapai
target yang ditetapkan;

merumuskan pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis
pembinaan dalam penyelenggaraan keuangan daerah berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman
penyelenggaraan program kerja badan;

5.9 merumuskan...
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5.19

merumuskan kebijakan dan pedoman penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran /Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan
anggaran,

merumuskan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan
anggaran dan program kegiatan oleh sckretariat, bidang, sub bagian
dan sub bidang;

mengoordinir penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, rancengan pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah, rancangan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran/Dokuinen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
sebagai pedoman pelaksanaan anggaran;

mengoordinir penyusunan sandar satuan harga dan analisis standard
belanja sebagai pedoman penyusunan rencana kerja anggaran,;
mengoordinir pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

merumuskan petunjuk teknis dan mengoordinir pelaksanaan sistem
dan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah agar dapat
berjalan sesuai aturan yang berlaku;

mengoordinir  penempatan uang daerah, pengelolaan  dan
penatausahakan investasi daerah serta memantau pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang
ditunjuk;

mengoordinir dan menetapkan surat penyediaan dana, surat perintah
pencairan dana dan surat keterangan pemberhentian pembayaran
atas beban tagihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
mengoordinir pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyectoran
Perhitungan pihak Ketiga serta restitusi/pengembalian kelebihan
pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan;
mengoordinasikan pelaksanakan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah, pengelolaan utang dan piutang daerah;
mengoordinir penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah dan
sistem dan prosedur akuntasi dan pelaporan keuangan daerah dalam
rangka penatausahaan dan pelaporan keuangan;

mengoordinir  penyajian  informasi keuangan daerah dan
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

mengoordinasikan penatausahaan atas investasi, pinjaman daerah,
obligasi daerah dan pembiayaan daerah agar dapat berjalan dengan
baik;

mengoordinasikan penatausahaan dana transfer dalam rangka
pembiayaan anggaran belanja daerah dan pertanggungjawaban dana
transfer;
mengoordinir penyusunan standar, kebijakan dan pedoman
pengelolaan barang milik daerah;

mengoordinir pelaksanaan penatausahaan, penyimpanan, 4)
pengamanan dan pelaporan barang milik daerah;

mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan,
pemanfaatan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik

daerah;
5.26 mengoordinasikan...



S.27

5.28
5.29
530

5.31

5.32

S5.33

5.34

5.35

5.36

mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan pengajuan usul
pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan serta penghapusan
barang milik daerah;

mengoordinir pelaksanaan pembinaan terhadap bendaharawan
dalam rangka meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan
daerah;

mengoordinir pengendalian system aplikasi manajemen dalam
menunjang pelaksanaan tugas badan;

mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain sesuai
batas kewenangan dan batas anggaran yang telah ditetapkan;
mengoordinasikan pelaksanaan tuntutan ganti rugi sesuai dengan
aturan yang berlaku;

mengoordinasikan pengkajian dan penyiapan telaahan staf, informasi
staf, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak kepada Bupati
terkait kebijakan keuangan dan aset daerah;

menetapkan laporan pengendalian internal, laporan keuangan dan
aset, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
dan laporan kinerja lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sebagai bahan pengambilan
keputusan dan kebijakan lebih lanjut;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan,

semesteran dan tahunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
dan

melaksanakan tugas kedinansan lain yang dibrikan oleh Bupati
sesuai tugas pokok dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...



URAIAN TUGAS JABATAN

1 NAMA JABATAN : SEKRETARIS

2. ESELON : II-a

3. UNIT KERJA : BADAN KAUANGAN DAN ASET DAERAH
4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN KESEKRETARIATAN MELIPUTI UMUM DAN
KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, ASET, PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU
AGAR TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRATIF YANG CEPAT, TEPAT,
LANCAR, DAN AKUNTABEL.

5. URAIAN TUGAS

5.1

9.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.8

5.9

5.10

a.11

5 12

merencanakan langkah-langkah operasional sckretariat berdasarkan
rencana kerja badan serta evaluasi tahun sebeclumnya scbagai
pedoman pelaksanaan tugas,;

mengoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama, Rencana
Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, Perjanjian
Kinerja sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;

mengoordinir penyusunan program/Kegiatan di lingkungan badan
agar tersedia perencanaan program kegiatan yang akomodatif dan
partisipatif;

mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
sebagai pedoman operasional pelaksanaan kegiatan dalam tahun
berjalan;

mengoordinir penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja,
Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis dan
Standar Operasional Prosedur;

mengoordinir pelaksanaan budaya kerja dan kinerja dinas sesuai
ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja
yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis
dan bermanfaat;

mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar
tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

mengoordinir penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan oleh auditor pemerintah;

mengarahkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

mengoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Pajak-Pajak
Pribadi dilingkungan Badan;

mengoordinir penyusunan pedoman, standar, norma dan petunjuk
teknis pembinaan penyelenggaraan transmigrasi dan tenaga kerja di
daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan program kerja dinas;

mengoordinir penyusunan telaahan staf, informasi staf, saran dan
pendapat kepada Bupati terkait kebijakan transmigrasi dan tenaga
kerja di daerah;

5.13 mengoordinir...
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mengoordinir pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan
kegiatan;

mengoordinasikan penyusunan laporan pengendalian internal,
laporan keuangan dan aset, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, dan laporan kinerja lainnya sesuai ketentuan
dan prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kinerja;

melakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas/kegiatan
dengan atasan/instansi dan pihak terkait untuk mendapat
masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar
terciptanya Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional
dan bermoral; _
melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, guna mengetahui
permasalahan dan mencari solusinya;

melaporkan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan
tahunan sebagai masukan kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

2. ESELON ¢ IV-a

3. UNIT KERJA . SEKRETARIAT

4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN MELALUI PENYIAPAN BAHAN URUSAN KEPEGAWAIAN,
KETATAUSAHAAN, URUSAN RUMAH TANGGA BERDASARKAN KETENTUAN
DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCIPTA PENATAAN PERSONALIA
YANG KOMPETEN

5. URAIAN TUGAS

5.1

5.2

4]
w

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

S5.10

>4 1

5.13

merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan langkah-langkah operasional sekretariat serta evaluasi
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas dan membimbing bawahan sesuai dengan

permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai
efektivitas pelaksanaan tugas;

menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Standar
Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis dan Standar
Operasional Prosedur; o
menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan budaya kerja dan kinerja
dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya
etos kerja yang tinggi serta pngelolaan administrasi yang optimal,
ekonomis dan bermanfaat;

menata pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan
surat-menyurat, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan
perlengkapan kantor, adminiatrasi barang milik daerah, penataan
arsip dan pengeturan ruang kerja serta kebersihan dan kenyamanan
kantor;

mengendalikan pelaksanaan pengamanan kantor pada jam dinas
maupun diluar jam dinas;

memberikan layanan hubungan masyarakat kepada instansi/pihak
terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan
tugas;

mengendalikan dan memeriksa pengumpulan pelaporan data
penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengumpulan Kartu Pegawali,
Kartu Istri/Kartu Suami, Kartu Indonesia Sehat/kartu Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Taspen dan Bapertarum agar tersedia
usulan yang valid;

menerima dan mengoreksi bahan wusul kenaikan pangkat dan
kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, model C agar tercipta tertib
administrasi;

melakukan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat
struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu
dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut;
mengendalikan rekapitulasi kehadiran pegawai sesuai daftar hadir
harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;
menyiapkan penyusunan telaahan staf, informasi staf, saran dan
pendapat kepada Bupati terkait kebijakan keuangan di daerah;
melakukan  konsultasi pelaksanaan  tugas/kegiatan  dengan
atasan/instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
5.14 melakukan...
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melaquaq penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;

melakukan  evaluasi pelaksanaan tugas, guna mengetahui
permasalahan dan mencari solusinya;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran
dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG ANGGARAN

2. ESELON : HI-b

3. UNIT KERJA - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENYELIA DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG ANGGARAN MELIPUTI PENYUSUNAN
RANCANGAN APBD DAN PERUBAHAN APBD DAN PELAPORAN

BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR

PENGGUNAAN ANGGARAN DAERAH TEPAT SASARAN

5. URAIAN TUGAS

S.1

5.2

5.3
5.4

5.0

5.7

5.8

5.9

5.10

merencanakan operasional Bidang Anggaran berdasarkan rencana
kerja badan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebeclumnya serta
sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahkan
bawahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-
masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas/kegiatan;
menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria di Bidang Anggaran;

memberi petunjuk penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik;

mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja
Anggran  Perangkat Daerah, rancangan Kebijakan Umum
Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara dan rancangan
perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan program
kegiatan Perangkat Daerah;

mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja
Anggran Perangkat Daerah, rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan program
kegiatan Perangkat Daerah;

memberi petunjuk penyiapan dokumen kelengkapan rancangan
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas
Plafon Anggaran Sementara;

memberi petunjuk penyiapan dokumen kelengkapan rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

memberi petunjuk penyiapan bahan evaluasi rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten di tingkat propinsi;

S5.11 memberi...
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5.15
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5.18

5.19

Kl:mzren getunjuk penyiapan bahan penyempurnaan rancangan
gearan Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penyiapan bahan
persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran agar tercipta
pengelol:aan administrasi keuangan yang baik;

memberi petunjuk penyiapan informasi keuangan daerah dalam
rangka penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah / Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daecrah / Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah agar tersedianya Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

mengoordinasikan usulan Belanja Tidak Langsung meliputi s'ibsidi,
hibah, bantuan keuangan dan/atau bantuan sosial;

menandatangani dan atau memberi paraf koreksi terhadap naskah
dinas sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya;
melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam
pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang
baik;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang anggaran melalui koordinasi,
asistensi dan diskusi sesuai hasil yang dilaksanakan untuk
mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran
dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS...
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN
ANGGARAN

2. ESELON : IV-a

3. UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN

4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN
ANGGARAN BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.

5. URAIAN TUGAS

5.1

5.2

5.3

5.4

S.5
5.6

wom
~

5.8

5.9

S5.10

5.11

5.12

S5.13

5.14

merencanakan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Anggaran
berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan kegiatan tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas; ,

membagi tugas dan membimbing bawahan sesuai dengan
permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapal
efektivitas pclaksanaan tugas;

melaksanakan perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

membantu memfasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam
rangka Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;

memeriksa penyiapan bahan dan data untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

melaksanakan penyempurnaan Rancangan Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran -

Sementara;

melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

memeriksa penyiapan bahan dan pengolahan data untuk belanja
operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja tranfer;
memeriksa dan memverifikasi Rencana Kerja Anggaran terakit dengan
perencanaan anggaran sebagai bahan penyusunan rancangan
Anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara dan rancangan perubahan Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;

memeriksa dan memverifikasi Rencana Kerja Anggaran terakit dengan
perencanaan anggaran scbagai bahan penyusunan rancangan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
rancangan perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

melakukan  konsultasi pelaksanaan  tugas/kegiatan dengan
atasan/instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan agar terciptanya Aparatur Sipil Negara yang
handal, disiplin, profesional dan bermoral;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran
dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS...

f
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN - KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN

2. ESELON : IV-a

3. UNIT KERJA - BIDANG ANGGARAN

4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN MENGENDALIKAN DAN
MENGEVALUASI KEGIATAN PELAKSANAAN ANGGARAN UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN

5. URAIAN TUGAS

S.1

56

5.4

5.9

5.10

3.31

merencanakan kegiatan sub bidang pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan anggaran berdasarkan rencana operasional bidang dan
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

membagi tugas dan membimbing bawahan sesuai dengan
permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai
efektivitas pelaksanaan tugas;

melaksanakan perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

memberi petunjuk verifikasi dan evaluasi anggaran program dan
kegiatan Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan anggaran
Perangkat Daerah;

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan data
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam rangka
verifikasi dan evaluasi anggaran agar pelaksanaan anggaran sesuai
dengan rencana;

mengoordinasikan pelaksanaan kompilasi bahan penyusunan
jawaban eksekutif dan penyempurnaan rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

melakukan konsultasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan
atasan/instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan calam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, guna mengetahu
permasalahan dan mencari solusinnya;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran
dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...




URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PERBENDAHAPRAAN DAN KASH
DAERALI
2. EBELON b
3 UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4. RUMUSAN TUGAS
An . S el A A ]

e ST

DAERAH, MEMBAGI TUGAS, MEMBER.I PETUNJUK MEHOARAHKAN
MELAKSANAAN DAN MENGEVALUASI KEOIATAN SUB BIDANG
PERBENDAHARAAN DAN SUB BIDANG KAS DAI"RAH SESUAI KETENTUAN
DAN PERATURAN YANG BERLAKU AGAR KET]I ER‘%EDIAAN ANO(}ARAN DAN
PENGELOLAAN ANGGARAN UNTUK PEMKSANMN APBD DAPAT
TERLAKSANA DENGAN BAIK, TAAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN DAPAT BERTANGOQUNGJAWAB -

5. URAIAN TUGAS

5.1 merencanakan operasional bidang berdasarkan rencana kerja badan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data
yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan
tugas;

5 4 mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahkan
bawahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masng
masing agar tercapai cfektivitas pelaksanaan tugas/kegiatan;

5.3 menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

54 memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;

55 menyusun petunjuk tekhnis pelaksanaan system penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

56 mengoordinasikan penempatan uang daerah pada bank perseps:,
pengelolaan dan penatausahaan investasi daecrah serta memantau
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah oleh bank persepsi dan/atau lembaga keuangan
lainnya yang ditunjuk;

5.7 melaksanakan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah
serta rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah agar
dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;

5.8 melaksanakan penerbitan dokumen surat penyediaan dana, surat
perintah pencairan dana surat keterangan pemberhentian
pembayaran;

5.9 melaksanakan pemungutan/pemotongan dan penyetoran
Perhitungan Pajak Fihak Ketiga serta restitusi/pengembalian
kelebihan pendapatan sesuai aturan yang berlaku;

5.10 mengoordinir pelaksanaan verifikasi kelengkapan dokumen tagihan
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

511 menyusun kajian teknis atas investasi, pemberian pinjaman obligasi
dacrah dan pembiayaan daerah sesuai peraturan perundang- f
undangan;

5.12 menyajikan informasi keuangan daerah berupa laporan realisasi
penerimaan dan pengeluaran kas dacrah sctiap bulan, triwulan, P
semesteran dan tahunan atau sesuai kebutuhan;

5.13 melaksanakan ..



5.13

S5.14

5.15

5.16

17

5.18

S.19

3.20

mclalgsanakan pPenatausahaan dana transfer dalam rangka
pembiayaan anggaran belanja daerah dan pertanggungjawaban

dana transfer;

menandatangani dan atau memberi paraf koreksi terhadap naskah
dinas sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya;

melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam
pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama

yang baik;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar
terciptanya Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional

dan bermoral;

mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas
Daerah melalui koordinasi, asistensi dan diskusi sesuai hasil yang

dilaksanakan untuk mengetahui
solusinya;

permasalahan dan mencan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran
dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan h

sesuai tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS. .



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN a KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN

2. ESELON : IV-a

3  UNIT KERJA : BIDANG PERBENDAHRAAN DAN KAS DAERAL!
4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN, MENYELIA DAN
MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
DALAM PENYEDIAAN ANGGARAN UNTUK PEMBIAYAAN APBD SESUAI
KETENTUAN YANG BERLAKU AGAR TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN YANG TERTIB DAN LANCAR

S. URAIAN TUGAS :

S.1 merencanakan kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan berdasarkan
langkah-langkah operasional bidang dan kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

5.2 membagi tugas dan membimbing bawahan sesuai dengaq
permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;

5.3 melaksanakan perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

5.4 menyiapkan dan mensosialisasikan petunjuk tekhnis kelengkapan
dokumen pengajuan tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah,;, o

D0 melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti
ketersediaan anggaran kas;

5.6 melaksanakan verifikasi atas kelengkapan dokumen tagihan atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyiapkan
bahan kelengkapan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana;

5.7 menyiapkan bahan penolakan pengajuan permintaan tagihan atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak/belum
tersedia anggarannya;

5.8 menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi pengeluaran kas
umum daerah harian, bulanan, triwulan semesteran dan tahunan
atau sesuai kebutuhan;

5.9 menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi penyerapan dana

transfer;
5.10 melaksanakan pemungutan/pemotongan Perhitungan Pajak Fihak

Ketiga;

5.11 menyusun laporan pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah
Pencairan Dana dan melakukan rekon dengan bendaharawan;

5.12 mengoordinasikan penggunaan system aplikasi keuangan daerah.

5.13 menyimpan dan mengamankan seluruh dokumen transaksi;

5.14 melakukan konsultasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan
atasan/instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

5.15 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral; T

5.16 melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran
dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan

5.17 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinyva.

URAIAN TUGAS...
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URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN :  KEPALA SUB BIDANG KAS DAERAH

ESELON . IV-a

UNIT KERJA :  BIDANG PERBENDAHRAAN DAN KAS DAERAH
RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN SUB BIDANG KAS
DAERAH, MEMBAGI TUGAS, MEMBERI PETUNJUK, MEMBIMBING DAN
MENGOORDINASIKAN, MENGEVALUASI DAN MELAPORKAN SESUAI
KETENTUAN YANG BERLAKU AGAR KETERSEDIAAN ANGGARAN KAS
DAERAH PADA PELAKSANAAN APBD DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK.

9.4

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
3.11
5.12

5.13
5.14

5.15

5.16

217

5. URAIAN TUGAS

merencanakan kegiatan Sub Bidang Kas Dacrah berdasarkan langkaly
langkah operasional bidang dan kegiatan tahun scbclumnya schagal
pedoman dalam peclaksanaan Lugas;

membagi tugas dan membimbing bawahan scsuai dengan
permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai

efektivitas pelaksanaan tugas;
melaksanakan perintah atasan scsuai bidang tugas guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan kerjasama antara pemerintah dgcrah dengan Bank
Persepsi lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk dalam rangko
penempatan uang dacrah dan pengelolaan/penatausahaan inveslasi
jangka pendek; - o
menyiapkan bahan penyusunan kajian teknis pemberian pinjaman
nama pemerintah daerah, investasi, obligasi daerah dan pembiayaan
daerah;

membuat petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas dacrah dan memantau pelaksanaan dengan bank
persepsi yang ditunjuk;

melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta
pemungutan dan pemotongan PPh dengan rekening koran;

menyiapkan dokumen kelengkapan penyetoran Potongan pajak fihak
ketiga;

menyiapkan dokumen kelengkapan penyusunan Keputusan Bupati
tentang pembukaan rekening bendahara Perangkat Daerah dan
rekening penerimaan Perangkat Daerah;

menyiapkan bahan dan melakukan verifikasi anggaran kas Perangkat
Daerah untuk penerbitan surat penyediaan dana;

menyiapkan bahan dan menyusun rekonsiliasi bank setiap periodc
bulanan, membuat laporan realisasi penerimaan dana transfer;
menyimpan dan mengamankan seluruh dokumen transaksi;
mengoordinasikan penggunaan system aplikasi manajemen kas daerah;
melakukan konsultasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan
atasan/instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin sertz
memotivasi bawahan agar terciptanya Aparatur Sipil Negara yang
handal, disiplin, profesional dan bermoral;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran
dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG AKUNTANSI

2. ESELON I-b

3. UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL BIDANG AKUNTANSI MELIPUTI PELAPORAN |

DAN

PERTANGGUNGJAWABAN APBD, REKONSILIASI DAN PEMBINAAN

AKUNTANSI SERTA AKUNTANSI BUD AGAR PENGELOLAAN KEUANGANAN
DAERAH DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SESUAI KETENTUAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANYANG BERLAKU

S. URAIAN TUGAS

S.1

5.2

3.3

3.10

5.11

S5.12

5.13

merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Akuntansi
berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahkan bawahan
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar
tercapai efektivitas pelaksanaan tugas/kegiatan;

menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria di Bidang Akuntansi;

menyusun dan mengarahkan penyusunan rancangan kebijakan
akuntansi, system dan prosedur akuntansi, bagan akun standard dan
petunjuk tekhnis dalam pelaksanaan akuntansi.

mensosialisasikan rancangan kebijakan akuntansi, system dan prosedur
akuntansi, bagan akun standard dan petunjuk tekhnis dalam
pelaksanaan akuntansi.

mengoordinir penggunaan sistem aplikasi manajemen keuangan daerah
untuk kelancaran pelaksanaan system dan prosedur akuntansi;
menyusun dan mengarahkan penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah semester dan tahunan, serta laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah;

menyusun dan mengarahkan pembuatan pelaporan target dan realisasi
anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penyajian informasi
keuangan daerah sebagai bahan pertimbangan pengambiian keputusan;
mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan peningkatan
SDM Aparatur dalam bidang akuntansi;

melakukan koordinasi dengan wunit kerja lain dan atau
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya agar terjalin
kerjasama yang baik;

melakukan koordinasi tugas/kegiatan dengan atasan/instansi dan
pihak terkait untuk memperoleh masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

melakukan penilaian kineria, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan
tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...
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URAIAN TUGAS JABATAN

—
.

NAMA JABATAN : SUB BIDANG REKONSILIASI DAN PEMBINAAN

AKUNTANSI
2. ESELON : V-a
3. UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANS]

4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN SUB BIDANG
REKONSILIASI DAN PEMBINAAN AKUNTANSI MELIPUTI REKONSILIASI,
MENYUSUN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN MEMBERIKAN
PEMBINAAN TERKAIT KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM DAN
PROSEDUR AKUNTASI AGAR MENINGKATKAN PENGETAHUAN APARATUR
DAN MENGHASILKAN LAPORAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

S. URAIAN TUGAS

5.1 merencanakan kegiatan dan mempersiapkan kerangka acuan kegiatan
Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi sesuai dengan
rencana kerja bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

5.2 membagi tugas dan membimbing bawahan sesuai dengan permasalahan
dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas;

5.3 melaksanakan perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

5.4 menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan akuntansi, system dan
prosedur akuntansi dan petunjuk tekhnis pelaksanaan akuntansi;

5.5 menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan kegiatan peningkatan
SDM Aparatur dalam bidang akuntansi;

5.6 menyiapkan bahan dan melakukan rekonsiliasi akuntansi Perangkat
Daerah sebagai unit entitas akuntansi;

5.7 melakukan bahan analisa data untuk perumusan kebijakan teknis
dalam penyelenggaraan akuntansi

5.8 melakukan konsultasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan
atasan/instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

5.9 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;

5.10 melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, guna mengetahui permasalahan
dan mencari solusinya;

5.11 melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan
tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan

5 12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : SUB BIDANG AKUNTANSI BENDAHARA UMUM
DAERAH

2. ESELON . IV-a

3. UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI

4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN SUB BIDANG
AKUNTANSI BUD MELIPUTI PENYUSUNAN AKUNTASI KAS DAERAH,
AKUNTANSI PIUTANG, HUTANG DAN AKUNTANSI INVESTASI SESUAI
KETENTUAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN AGAR TERSEDIA
INFORMASI AKUNTANSI YANG AKURAT.

S. URAIAN TUGAS

0.1

S

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.13

merencanakan kegiatan dan mempersiapkan kerangka acuan kegiatan
Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi sesuai dengan
rencana kerja bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
membagi tugas dan membimbing bawahan sesuai dengan
permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi
dan efektivitas pelaksanaan tugas;

melaksanakan perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengarsipkan semua bukti transaksi akuntansi Bendahara Umum
Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melakukan verifikasi atas semua dokumen kelengkapan bukti
transaksi Bendahara Umum Daerah;

melaksanakan penatausahaan akuntasi kas daerah, akuntansi
piutang, hutang dan akuntansi investasi;

melakukan rekonsiliasi kas daerah, akuntansi piutang, hutang dan
akuntansi investasi;

membukukan transaksi akuntansi yang telah diverifikasi ke dalam
jurnal, buku besar dan buku pembantu untuk mempermudah dalam
membuat laporan;

menyiapkan data dan informasi keuangan kepada badan atau lembaga
pemeriksa internal maupun eksternal sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

melakukan rekon dengan Bank presepsi untuk memastikan
keakuratan data transaksi penerimaan dan pengeluaran kas;
menyiapkan bahan dan menyusun laporan arus kas Bendahara Umum
Daerah;

melakukan analisis terhadap data yang di dapatkan sebagai bahan
perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan akuntansi
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pengungkapan informasi
lainnya;

melakukan konsultasi  pelaksanaan tugas/kegiatan dengan
atasan/instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

5.14 melakukan...




5.14

5.15
5106

5.1F

mel ilai S

e m g::liil:nn kjneqa, perilaku dan pembinaan disiplin serta

Aparatn SN sesuai ketentu.a{': vang berlaku agar terciptanya

— pu Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
akukan evaluasi pelaksanaan tugas, guna mengetahui

permasalahan dan mencari solusinya;
semesteran

(rjnclaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan,
an tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...

b



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG ASET DAERAH

2. ESELON : III-b

3. UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENYELIA DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN, PENGAMANAN, PENILAIAN,
PENGHAPUSAN, PEMBERDAYAAN DAN  PENTAUSAHAAN  ASET
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK
DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  DAN
| PELAYANAN KEMASYARAKATAN.

5. URAIAN TUGAS :

5.1 merencanakan operasional pelaksanaan kegiatan bidang berdasarkan
rencana kerja badan untuk digunakan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;
5.2 medistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahakan
dan bidang tugas masing-

bawahan sesuai dengan permasalahan
masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

5.3 menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

5.4 memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria di Bidang Aset Daerah;

5.5 mengevaluasi pelaksanaan tugas para staf melalui Sasaran Kerja
Pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan
pembinaan;

5.6 merencanakan dan menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan
barang milik daerah sesuai peraturan pengelolaan barang milik
Negara/daerah guna tertib pengelolaan barang milik daerah;

5.7 merencanakan dan menyusun standar kebutuhan barang milik
daerah dan standar harga dalam rangka perencanaan anggaran
pengadaan barang milik daerah;

5.8 menyusun rencana rencana kebutuhan barang milik daerah dan
kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dalam perencanaan
anggaran;

5.9 menyusun penetapan status penggunaan barang milik daerah dalam
rangka memberikan kepastian wewenang dan tanggungjawab atas
pengelolaan barang milik daerah;

5.10 mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan penatausahaan
barang milik daerah yang meliputi pencatatan/pembukuan,
inventarisasi/sensus dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;

5.11 melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
milik daerah;

5.12 mengoordinir penyusunan laporan barang milik daerah yang meliputi
laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan barang
milik daerah;

5.13 merencanakan penilaian dalam rangka penyajian nilai wajar maupun
nilai taksiran atas barang milik daerah;

5.14 mengoordinir penggunaan system manejemen aplikasi dalam
penatausahaan barang milik daerah;

5.15 melakukan...

‘%
b



5.15

5.16

217

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

mim pembinaan terhadap bendaharawan barang dalam
pe usahaan dan pelaporan barang milik daerah guna tertib

administrasi barang milik daerah;

mengoordinasikan proses pemanfaatan dan pendayagunaan barang

milik daerah yang meliputi proses sewa,

pinjam pakai, kerja sama

pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan
kerjasama penyediaan infrastruktur barang milik daerah;

rn'3ﬂgOOrci_lnasilcam proses pemindahtanganan barang milik daerah
yang melihputi penjualan, tukar-menukar, hibah, penyertaan modal

dan pemusnahan barang milik daerah;

mengoordinasikan proses penghapusan barang milik daerah yang
meliputi penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik
daerah dan daftar barang pengguna barang;

melakukan koordinasi dengan unit

kerja lain dan atau

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya agar terjalin

kerjasama yang baik;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya

Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin

, profesional dan bermoral;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang melalui rapat, diskusi sesuai
tahui permasalahan dan ?

hasil yang dilaksanakan untuk menge
mencari solusi;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran
dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

sesuai bidang tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...

b



URAIAN TUGAS JABATAN

{. NAMA JABATAN :  KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN
ASET

2. ESELON : IV-a

3. UNIT KERJA :  BIDANG ASET DAERAH

4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN, MENYELIA DAN
MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENATAUSAHAAN ASET
MELIPUTI INVENTARISASI, PENATUSAHAAN DAN PELAPORAN BARANG
MILIK DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG
BERLAKU SEBAGAI BAHAN INFORMASI UNTUK PENGAMBILAN
KEPUTUSAN, EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

S. URAIAN TUGAS :

Bidang Penatausahaan Aset

ST | merencanakan kegiatan Sub ,
evaluasi atas

berdasarkan rencana kerja bidang dan hasil
pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya;

5.2 membagi tugas dan membimbing bawahan sesuai dengan
permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;

5.3 melaksanakan perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

5.4 menyiapkan bahan dan menyusun sistem dan prosedur pengelolaan
barang milik daerah sesuai peraturan pengelolaan barang milik
Negara/daerah guna tertib pengelolaan barang milik daerah;

55 menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dalam pelaksanaan
inventarisasi dan membantu mengoordinir pelaksanaan inventarisasi
atau sensus barang milik daerah;

5.6 menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan barang milik
daerah yang meliputi pencatatan/pembukuan dan pelaporan
pengelolaan barang milik daerah;

5.7 membimbing bendaharawan barang dalam proses penatausahaan
barang milik daerah melalui manajemen system aplikasi,

5.8 menyiapkan bahan dan menyusun laporan barang milik daerah yang
meliputi laporan mutasi barang, laporan semesteran dan laporan
tahunan barang milik daerah;

5.9 melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
milik daerah;

5.10 melakukan konsultasi tugas/kegiatan dengan unit kerja lain dan
atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya agar terjalin
kerjasama yang baik;

5.11 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;

5.12 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang melalui rapat, diskusi sesuai
hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan
mencari solusi;

5.13 melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran
dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan

5.14 melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...




URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN
PENGAMANAN ASET

2. ESELON 5 IV-a

3, UNIT KERJA 2 BIDANG ASET DAERAH

4, RUMUSAN TUGAS

e

‘MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN, MENYELIA DAN
MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN DAN
PENGAMANAN ASET MELIPUTI PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK
DAERAH, KEBLJAKAN PENGADAAN BARANG MILIK  DAERAH,
PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENGAWASAN SERTA
PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN BARANG  MILIK  DAERAH
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU DALAM
MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

KEMASYARAKATAN

5. URAIAN TUGAS:

5.1 merencanakan kegiatan sub bidang pengadaan dan pcnga.manan
aset berdasarkan rencana kerja bidang dan hasil evaluasi atas
pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas; :

5.2 membagi tugas dan membimbing bawahan sesuai dcngazf
pennasalahandanbidangtugas;masing-masings?tgﬁélftﬁr%lpal
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;

5.3 melaksanakan perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

5.4 melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang
milikdacrahsestmipcrauuanpengelolaanbarangmiﬁk
Negara/daerah guna tertib pengelolaan barang milik daerah;

5.5 melaksanakan penyusunan standar kebutuhan barang milik daerah
dan standarhargadalamrangkapcrcnmnaananggaranpcngadaan
barang milik daerah;

5.6 menyusun kajian teknis analisis kebutuhan barang milik daerah
sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dalam
perencanaan anggaran;

57 meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan
kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

5.8 menyiapkan bahan dan menyusun laporan rencana kebutuhan
barang milik daerah dan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

59 melaksanakan proses penetapan status penggunaan barang milik
daerah dalam rangka memberikan kepastian wewenang dan
tanggungjawab atas pengelolaan barang milik daerah;

5.10 melaksanakan...

f.



5.10

5.11

5 1

5.13

5.14

5.15

melalfsanakan peéngamanan atas barang milik daerah dan
menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah secara
terpusat:

melakukan konsultasi tugas/kegiatan dengan unit kerja lain dan
atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya agar
terjalin kerjasama yang baik;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
men-lotjvasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar
terciptanya Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional
dan bermoral;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang melalui rapat, diskusi
sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan
dan mencari solusi;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran
dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum
Kepala Bagian Hukum

A
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LAMPIRAN 111

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR %5 TAHUN 2025

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN ' KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
ESELON ¢ I-b
UNIT KERJA :  BADAN PENDAPATAN DAERAH

RUMUSAN TUGAS

MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DINAS MELIPUTI KESEKRETARIATAN,

PAJAK, RETRIBUSI, DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA, PENGAWASAN
DAN PEMBINAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADANSERTA JABATAN
FUNGSIONAL LAINNYA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR
YANG BERLAKU SEBAGAI PEDOMAN KERJA UNTUK TERWUJUDNYA

PENDAPATAN DAERAH.

5. URAIAN TUGAS

5.1

5.2

S.4

5.5

D5

o
o]

merumuskan Rencana Strategis Badan berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupatendan kebijakan
Bupati serta masukan dari masyarakat untuk meningkatkan
pelayanan penyelenggaraan pemerintah;
merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama, Rencana
Kinerja Tahunan, Rencana Kerja tahunan, Perjanjian Kinerja dan
rencana kerja badan lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan
melaksanakan kegiatan dalam tahun berjalan;
merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Badan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
merumuskan dan menetapkan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja,
Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis dan Standar
Operasional Prosedur serta Standar Pelayanan Publik;
merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi budaya kerja dan kinerja
badan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar
terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang
optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan;
menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh auditor
pemerintah;
mengoordinir penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Badan
berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mencapai
target yang telah ditetapkan;
merumuskan pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis
pembinaan penyelenggaraan pendapatandi daerah berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
program kerja badan;

5.9 merumuskan ...




5.9 mcr}um.?skan._ sasaran kebijakan teknis di bidang pendapatan yang
mehl?un, pajak daerah, retribusi, pendapatan daerah lain-lain, pajak
bumi dan bangunan, pembukuan, pelaporan serta penyuluhan untuk
tersedianya sarana dan prasarana;

5.10 merumuskan rencana kegiatan pemungutan dan pengendalian
pendapatan dan penetapan, penagihan, retribusi, pendapatan lain-lain
dan dana perimbangan berdasarkan ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku untuk optimalisasi peningkatan pendapatan
daerah;

5.11 mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan aset agar
terpelihara dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien;

5.12 mengoordinasikan pengkajian dan penyiapan Telaahan Staf, Informasi
Staf, saran dan pendapat kepada Bupati baik diminta maupun tidak
diminta terkait kebijakan pendapatan di daerah;

5.13 mengendalikan penyusunan rumusan dan menetapkan laporan
Pengendalian Internal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan dan Aset dan Laporan Kinerja
Daerah lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksaan kinerja;

5.14 melakukan penilaian kinerja, perilaku, pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, professional dan bermoral;

5.15 mengoordinasikan dan mengkonsultasikan program dan/atau kegiatan
badan dengan instansi atau lembaga terkait baik pusat maupun
daerah dalam rangka sinkronisasi program dan/atau kegiatan;

5.16 mengevaluasi pelaksanaan tugas badan berdasarkan rencana kerja
untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan
alternatif pemecahan masalah;

5.17 melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran
dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya yang telah
dilaksanakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

5.18 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : SEKRETARIS

2. ESELON : MI-a

3. UNIT KERJA : SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH
4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN MELIPUTI UMUM DAN KEPEGAWAIAN,
KEUANGAN DAN ASET, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR
TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI YANG CEPAT, TEPAT DAN
LANCAR. |

S. URAIAN TUGAS

S.1

5.2

5.3

5.4

S.5

5.6

5.7

5.8

5.9

S.10

5.11

5.12

merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan
rencana kerja badandan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data
yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mengoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis,
Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja serta
rencana kerja badan lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku;

mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
mengoordinir penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja,
Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis dan Standar
Operasional Prosedur serta Standar Pelayanan Publik;

mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan budaya kerja dan kinerja
dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos
kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis,
bermanfaat dan memuaskan;

mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Umum,
Kepegawaian, Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
agar tersedia layanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahkan kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

mengoordinir penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan oleh auditor pemerintah;

mengoordinir penyusunan program/kegiatan dilingkungan badan agar
tersedia perencanaan program/kegiatan yang akomodatif dan parsipatif;
mengoordinir penyusunan pedoman, standar, norma dan petunjuk
teknis pembinaan penyelenggaraan pendapatan di daerah berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
kerja badan;

menganalisis kebutuhan pegawai dan membagi seluruh staf badan
untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;
mengoordinir penyusunan Telaahan Staf, Informasi Staf, saran dan
pendapat kepada Bupati terkait kebijakan pendapatan di daerah;

5.13 mengordinir...

{
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5.13 mengoordinir penyusunan laporan pengendalian internal, Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan dan
Aset serta laporan kinerja badan lainnya sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan kinerja;

5.6 melakukan penilaian kinerja,perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;

5.7 melakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas/kegiatan
dengan atasan/intansi terkaituntuk mendapatkan masukan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

5.8 melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (f
bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan _ P

5.9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan scsual
tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2. ESELON : IV-a

3. UNIT KERJA : SEKRETARIAT

4. RUMUSAN TUGAS

—

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN UMUM  DAN
KEPEGAWAIAN MELALUI PENYIAPAN BAHAN URUSAN KEPEGAWAIAN,
KETATAUSAHAAN, PERLENGKAPAN SERTA URUSAN RUMAH TANGGA DAN
PERJALANAN DINAS BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG
BERLAKU AGAR TERCIPTA PENATAAN PERSONALIA YANG KOMPETEN
SESUAI PERKEMBANGAN DEMI TERWUJUDNYA PENGELOLAAN
ADMINISTRASI YANG TEPAT DAN AKURAT.

5. URAIAN TUGAS

5.1 merencanakan kegiatan di Sub Bagian Umum dan chegawaian'
berdasarkan langkah-langkah operasional sckretariat dan evaluasi
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; '

5.2 membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan sesuai
tugas pokok dan fungsinya agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

5.3 menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, standar kompetensi
jabatan, Standar Kompetensi Teknis, Standar Pelayanan Publik;

5.4 menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan budaya kerja dan kinerja
badansesuai ketentuan dan prosedur yang yang berlaku agar
terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang
optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan;

5.5 mengendalikan pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, urusan
rumah tangga, ketatalaksanaan dan kepegawaian, pengelolaan
perlengkapan kantor, penataan arsip dan penataan ruang kerja serta
kebersihan/kenyamanan kantor;

5.6 mengendalikan pelaksanaan pengamanan kantor pada jam badan
maupun diluar jam badan;

5.7 memberikan layanan hubungan masyarakat kepada instansi/pihak
terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan
tugas;

5.8 mengendalikan dan memeriksa pengumpulan pelaporan data
penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengusulan Kartu Pegawali,
Kartu Suami /Kartu Istri, Kartu Indonesia Sehat /Kartu Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Tabungan Asuransi Pegawai Negeri dan
Bapertarum Aparatur Sipil Negara serta usulan penerima penghargaan
Satyalencana agar tersedia usulan yang valid;

5.9 menerima dan mengoreksi bahan usulan kenaikan pangkat dan
kenaikan gaji berkala, usulan cuti pegawai, model C serta Sasaran
Kinerja Pegawai agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;

5.10 melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik
diklat struktural, teknis maupun fungsional, tugas belajar dan ijin
belajar agar pengusulan tepat waktu;

5.11 mengendalikan ...

\



5.11 mengendalikan rekapitulasi kehadiran pegawai sesuai daftar hadir
harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;

5.12 menyiapkan penyusunan telaahan staf, informasi staf, sasaran dan
pendapat kepada Bupati terkait kebijakan pendapatan di dacrah;

5.13 melakukan konsultasi dengapn atasan langsung atau pihak lain yang
terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

5.14 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin scrta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;

5.15 melakukan evaluasi pelaksanaan tugas guna mengetahui permasalahan

dan mencari solusinya;
5.16 melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (f’
bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai

pertanggungjawaban kepada atasan; dan . ' b
5.17 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH
2. ESELON : II-b

3. UNIT KERJA - BADAN PENDAPATAN DAERAH

4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PROGRAM DAN KEGIATAN PAJAK DAERAH MELALUI PENDAFTARAN DAN
PENDATAAN PAJAK DAERAH, PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN PENAGIHAN
SERTA KEBERATAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN DAN
PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCAPAI TARGET DAN SASARAN YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN. -'

-

S. URAIAN TUGAS

5.1 merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pajak Daerah
berdasarkan rencana kerja badan;

5.2 mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan
mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan
tugas;

5.3 menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

5.4 memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria di bidang pajak daerah;

menyusun konsep kebijakan pembinaan dan pelaksanaan teknis di

bidang pajak daerah untuk digunakan sebagai pedoman dalam

perencanaan, pengembangan, pengelolaan pendapatan;

5.6 mengawasi pelaksanaan penataausahaan penerimaan pajak daerah,
piutang pajak dan penagihan pajak daerah;

5.7 mengawasi pelaksanaan verifikasi, evaluasi aspek penagihan dan
keberatan pajak daerah serta pembuatan usulan penghapusan piutang
pajak;

5.8 mengoordinir pelaksanaan sistem informasi manajemen pendapatan
daerah berbasis aplikasi;

5.9 mengoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur;

5.10 membuat laporan pelaksanaan kegiatan pajak daerah untuk digunakan
sebagai bahan informasi tentang keberhasilan pembangunan bidang
pendapatan,;

5 11 melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan
dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi
program/kegiatan;

5.12 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang disiplin, profesional dan bermoral;

5.13 melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas:f

ol
19)

bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan
5.14 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai p

dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...
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URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN : KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN
PENDATAAN PAJAK DAERAH

ESELON : W-a

UNIT KERJA : BIDANG PAJAK DAERAH

RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDAFTARAN DAN
PENDATAAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR
YANG BERLAKU AGAR BERJALAN SESUAI SASARAN DAN TARGET YANG
TELAH DITETAPKAN.

.

ul

ol

o

w

URAIAN TUGAS

& ]

=]

.10

.11

merencanakan kegiatan Sub Bida.nchndaﬁarandanPcndataan Pajak
Daerah sesuai rencana operasional bidang; '

membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan agar
tercapai efekdfitas pelaksanaan tugas;
melaksamkanpaimahamsanscsuaibidangtugasgunakdancamn
pelaksanaan tugas; ]
mmwsmrmmnamknikk:giamn&ndaﬂamndanpcndataan%}ak
Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ] -
mmﬁapakanhahandanmdaksanakanpendaﬂamnwaﬁbpajakbam,
penerbitan NPWPD, pengumulan data potensi dan pengolahan data
pajakdaemhscnamiﬁkasidancvahnsiaspckpcndaﬂarandan
pendataan;

melaksanakan sistem informasi manajemen pendapatan daerah
melaksanakan konsep Standar Operasional Prosedur;
mclakukankonstﬂtasipclaksanaantugaskngiatandengan.atasan_da:f
koordinasi antar sub bidang dalam bidang guna sinkronisasi
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
melaksanakan evaluasi dan menvampaikan laporan pelaksanasan
tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pm'tanglmgiawabankepadaatasan;dan

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinyva.

URAIAN TUGAS .

1
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN DAN
KEBERATAN PAJAK DAERAH

2. ESELON : IVW-a

3. UNIT KERJA :  BIDANG PAJAK DAERAH

4. RUMUSAN TUGAS

ITAERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENAGIHAN DAN |
i KEBERATAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR'
' YANG BERLAKU AGAR BERJALAN SESUAI SASARAN DAN TARGET YANG
. TELAH DITETAPKAN. J

5. URAIAN TUGAS

5.1 merencanakan kegiatan Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan
Pajak Daerah sesuai rencana operasional bidang;

5.2 membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas,

5.3 melaksanakan perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

5.4 menyusun rencana teknis kegiatan penetapan pajak daerah untuk
pedoman pelaksanaan tugas;

5.5 menyiapkan bahan dan melaksanakan penataausahaan penerimaan
pajak daerah, piutang pajak dan penagihan pajak daerah;

5.6 menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi, evaluasi aspek
penagihan dan keberatan pajak daerah serta pembuatan usulan
penghapusan piutang pajak;

5.7 mengevaluasi Pelaksanaan tugas dan kinerja bawahan berdasarkan
rencana dan realisasi sebagai dasar kebijakan selanjutnya;

5.8 melaksanakan sistem informasi manajemen pendapatan daerah
berbasis aplikasi;

5.9 melaksanakan konsep Standar Operasional Prosedur;

5.10 melakukan konsultasi pelaksanaan tugas kegiatan dengan atasan dan
koordinasi antar sub bidang dalam bidang guna sinkronisasi
pelaksanaan tugas;

11 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;

12 melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas q
bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

5.13 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai b
dengan tugas dan fungsinya.

W

W

URAIAN TUGAS...
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URAIAN TUGAS JABATAN

KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAH

JABATAN
DAERAH LAIN-LAIN
ESELON : MMl-b
UNIT KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUAS)
PROGRAM DAN KEGIATAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH LAIN-
LAIN MELALUI PENDATAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH LAIN-

LAIN, PENERIMAAN RETRIBUSI DAN PENERIMAAN
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR
TERCAPAI TARGET DAN SASARAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN,

PENDAPATAN LAIN-LAIN
YANG BERLAKU AGAR

5. URAIAN TUGAS

merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Retribusi dan
Pendataan Daerah lain-lain berdasarkan rencana kerja badan;

5.1

5.2

5.3

5.4

55

5.6

=
5.8
5.9
5.10

S5.11

S5.12
5.13

5.14

5.16

mendistribusikan tugas, memberi petunju

k, dan mengevaluasi

pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan :
bidang Retribusi dan Pendataan Daerah Jain-

program kegiatan bidang Retribusi dan
tuk mengidentifikasi kebutuhan

prosedur dan kriteria di
lain;

menyusun rencana teknis dan
Pendapatan Daerah lain-lain un

Daerah lain-lain;
melakukan pembinaan dan bimbingan

norma, standar,

bidang Retribusi dan Pendatazan

Daerah lain-lain untuk meningkatkan pelayanan;

memberikan petunjuk atau pedoman teknis pelaksanaan kegjatan
Retribusi dan Pendataan Daerah lain-lain untuk hasil yang optimal;
menyusun konsep Standar Operasional Prosedur Bidang Retribusi dan

Pendapatan Daerah Lain-lain;

mengawasi pelaksanaan penataausahaan penerimaan retribusi daerah,
piutang retribusi dan penagihan retribusi daerah;

mengawasi pelaksanaan verifikasi, evaluasi aspek penagihan dan
keberatan retribusi daerah serta pembuatan usulan penghapusan

piutang retribusi daerah;

mengoordinir pelaksanaan sistem informasi manajemen pendapatan

daerah berbasis aplikasi;

melaksanakan konsultasi/koordinasi dengan atasan atau pihak lain
dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan;
melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanyz
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;

melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

bulanan, triwulan, semesteran
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

dan

tahunan sebagai

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS. ..
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN :  KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN RETRIBUSI
DAN PENDAPATAN DAERAH LAIN-LAIN

2. ESELON : W-a

3. UNIT KERJA . BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH
LAIN-LAIN

4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDATAAN RETRIBUS( !
DAN PENDAPATAN DAERAH LAIN-LAIN BERDASARKAN KETENTUAN DAN
IF’RC)SEIDUR YANG BERLAKU AGAR BERJALAN SESUAI SASARAN DAN
| TARGET YANG TELAH DITETAPKAN. J

5. URAIAN TUGAS

9.1 merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pendapatan
Daerah lain-lain sesuai rencana operasional bidang;

5.2 membagi tugas, member petunjuk dan membimbing bawahan agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

53 melaksanakan perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

5.4 menvusun rencana kegiatan Pendataan dan Pendapatan Daerah lain-
lain untuk memenuhi persyaratan dan standar sesuai target yang
telah ditetapkan;

5.9 melaksanakan Penataausahaan Penerimaan dan Piutang Pendapatan
Daerah Lain-lain;

5.6 melaksanakan sistem informasi manajemen pendapatan daerah
berbasis aplikasi;

5T melaksanakan konsep Standar Operasional Prosedur;

5.8 melakukan konsultasi pelaksanaan tugas kegiatan dengan atasan dan
koordinasi antar sub bidang dalam bidang guna sinkronisasi
pelaksanaan tugas;

5.9 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;

5.10 melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan %
tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

5.11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan h
sesuaidengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...
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URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN :  KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN RETRIBUSI
ESELON : IV-a

3. UNIT KERJA

LAIN-LAIN

4. RUMUSAN TUGAS

|
|

BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENERIMAAN RETRIBUSI |

BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAF

BERJALAN SESUAI SASARAN DAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN,

S. URAIAN TUGAS

5.1

S.2

5.3

5.4

S5

5.6

S.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

merencanakan kegiatan Sub Bidang Penecrimaan Retribusi sesuaij
rencana operasional bidang;

membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

melaksanakan perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelnncaran
pelaksanaan tugas; -
menyiapkan bahan dan melaksanakan penataausahaan penerimaan
retribusi daerah, piutang retribusi dan penagihan retribusi daerah;
menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi, evaluasi aspek
penagihan dan keberatan retribusi daerah serta pembuatan usulan
penghapusan piutang retribusi daerah;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja bawahan berdasarkan
rencana dan realisasi sebagai dasar kebijakan selanjutnya;
melaksanakan sistem informasi manajemen pendapatan daerab
berbasis aplikasi;

melaksanakan konsep Standar Operasional Prosedur;

melakukan konsultasi pelaksanaan tugas kegiatan dengan atasan dan
koordinasi antar sub bidang dalam bidang guna sinkronisas)
pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. JABATAN : KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
2. ESELON M -b
3. UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

4. RUMUSAN TUGAS

 MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI
PROGRAM DAN KEGIATAN PAJAB BUMI DAN BANGUNAN MFELIPUTI|
PENDATAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PENAGIHAN DAN PENERIMAAN,
VERIVIKASI DAN KEBERATAN PAJAK BERDASARKAN KETENTUAN DAN!
PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCAPAI TARGET DAN SASARAN YANG |
| EFEKTIF DAN EFISIEN..

5. URAIAN TUGAS

5.1 merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pajak Bumi dan
Bangunan berdasarkan rencana kerja badan;

5.2 mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan
mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan
tugas,

53 menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

5.4 memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang pajak bumi dan bangunan; .

55 menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang pajak bumi dan
bangunan agar terciptanya pelaksanaan tugas yang efektif dan

transparan; .
5.7 menyusun konsep Standar Operasional Prosedur Bidang Pajak Bumi

dan Bangunan;

58  mengoordinir penyusunan bahan pendaftaran dan pendataan
objek/subjek Pajak Bumi dan Bangunan;

59 mengawasi pelaksanaan penginputan permohonan pelayanan berupa
pendaftaran baru, mutasi, pemecahan dan pembetulan;

5.10 mengawasi pelaksanaan verifikasi, penilaian, penerbitan dan
pencetakan Pajak Bumi dan Bangunan;

5.11 melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan
dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisas)
program/kegiatan;

5.12 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;

5 13 melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

5.14 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan sesua L
dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN

2. ESELON : IV-a

3. UNIT KERJA :  BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

4. RUMUSAN TUGAS

' MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDATAAN PAJAK'
| BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG
' BERLAKU AGAR BERJALAN SESUAI SASARAN DAN TARGET YANG TELAH
| DITETAPKAN. |

S. URAIAN TUGAS

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

o:7

5.8

5.9

S.10

5.11

5.12

merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendataan Pajak Bumi dan
Bangunan sesuai rencana operasional bidang;

membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

melaksanakan perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas; ] _
menyiapkan bahan pendaftaran dan pendataan objek/subjek Pajak
Bumi dan Bangunan;

melakukan penginputan permohonan pelayanan berupa pendaftaran
baru, mutasi, pemecahan dan pembetulan;

melakukan verifikasi, penilaian, penerbitan dan pencetakan Pajak
Bumi dan Bangunan;

melaksanakan sistem informasi manajemen pendapatan daerah
berbasis aplikasi;

membuat konsep Standar Operasional Prosedur;

melakukan konsultasi pelaksanaan tugas kegiatan dengan atasan dan
koordinasi antar sub bidang dalam bidang guna sinkronisasi
pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesua:
dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN :  KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN DAN
PENERIMAAN

2. ESELON : IV-a

3. UNIT KERJA :  BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENAGIHAN DAN
PENERIMAAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU

AGAR BERJALAN SESUAI SASARAN DAN TARGET YANG TELAH
DITETAPKAN.

-

S. URAIAN TUGAS

3.1 merencanakan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan sesua)
rencana operasional bidang;

5.2 membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

B melaksanakan perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

5.4 menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan penerimaan.
piutang dan penagihan pajak bumi dan bangunan;

5.5 melaksanakan sistem informasi manajemen pendapatan daerah
berbasis aplikasi;

5.6 melaksanakan konsep Standar Operasional Prosedur;

8.7 melakukan konsultasi pelaksanaan tugas kegiatan dengan atasan dan
koordinasi antar sub bidang dalam bidang guna sinkronisas:
pelaksanaan tugas;

5.8 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiphn serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;

5.9 melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan *
tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebaga.
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

5 10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesua ’
dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS.



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN :  KEPALA BIDANG PEMBUKUAN,
PELAPORAN DAN PENYULUHAN
2. ESELON . HI-b
3. UNIT KERJA :  BADAN PENDAPATAN DAERAH
4. RUMUSAN TUGAS
MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN

MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBUKUAN,
PELAPORAN DAN PENYULUHAN MELIPUTI PEMBUKUAN, PELAPORAN
DAN
UNDANGAN YANG BERLAKU SEBAGAI PEDOMAN KERJA.

PENYULUHAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG—J

S. URAIAN TUGAS

3.1

5.2

5.3

54

5.5

9.7

5.8

5.9

5.10

o:11

merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pembukuan,
Pelaporan dan Penyuluhan berdasarkan rencana kerja badan;

mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan
mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan

tugas;
menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran

pelaksanaan tugas;
memberi petunjuk d
prosedur dan kriteria di bidang
penyuluhan;
menyusun konse
Pelaporan dan Penyuluhan;
mengawasi pelaksanaan pem
transaksi/bukti-bukti penerimaan pen
dan/atau periodik;

mengawasi pelaksanaan rekons

alam melakukan penyusunan norma, standar,
pembukuan, pelaporan dan

p Standar Operasional Prosedur Bidang Pembukuan,

bukuan dan penatausahaan setiap
dapatan daerah per bulan

iliasi dan evaluasi bersama Organisas;
Perangkat Daerah dan Bendahara Umum Daerah terhadap setiap
realisasi penerimaan pendapatan daerah per bulan dan/atau periodik;
memberikan informasi dan edukasi lisan dan tertulis dalam bentuk
media cetak, elektronik maupun materi penyuluhan bidang pajak,
retribusi dan pendapatan daerah lain-lain sesuai mekanisme, prosedur
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

mengoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban funggsional
bendahara penerimaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah
guna menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan daerah per
bulan dan/atau periodik;

mengoordinir pelaksanaan evalusi dan rekonsiliasi bersama Organisasi
Perangkat Daerah dan Bendahara Umum Daerah terhadap laporan
realisasi anggaran pendapatan daerah per bulan dan/atau periodik;
memberikan pembinaan dan penyuluhan pendapatan daerah;

5.12 melaksanakan...

!

p



5.12

5.13

5.14

5.15

melaksanakan kons i inasi

e T e

A am rangka s nisasi

m > s - . *

m:w penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta

. vasi l:?awahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya

mpall:iml' Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;

t:u!: sanakan evalufasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan
gas bulapan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai

pertanggungjawaban kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...

?
b



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN .
: K
2. ESELON _ WE_P:LA SUB BIDANG PELAPORAN
3. UNIT KE j
RJA : BIDANG PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN
PENYULUHAN

4. RUMUSAN TUGAS

;«ggggscmm,q DAN  MELAKSANAKAN  KEGIATAN _ PELAPORAN |
BERJA ARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR
LAN SESUAI SASARAN DAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.

5. URAIAN TUGAS

5.1  merencanakan kegiatan Sub Bidang Pelaporan sesuai rencans

operasional bidang;

5.2 membagi tugas, member petunjuk dan mem
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

5.3  melaksanakan perintah atasan sesuai bidang tugas
pelaksanaan tugas;

5.4 menghimpun laporan pertanggungjaw
penerimaan masing-masing Organisasi
menyusun laporan realisasi anggaran
dan/atau periodik;

5.5 melakukan evalusi dan rekonsiliasi bersama Organisasi Perangkal
Daerah dan Bendahara Umum Daerah terhadap laporan realisasi
anggaran pendapatan daerah per bulan dan/atau periodik;

5.6 melaksanakan sistem informasi manajemen pendapatan daerah
berbasis aplikasi;

5.7 melaksanakan konsep Standar Operasional Prosedur;

5.8 melakukan konsultasi pelaksanaan tugas kegiatan dengan atasan dan
koordinasi antar sub bidang dalam bidang guna sinkronisasi
pelaksanaan tugas;

5.9 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;

510 melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

5.11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

bimbing bawahan agar
guna kelancaran

aban funggsional bendahara
Perangkat Daerah guna

URAIJAN TUGAS...

b



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN :  KEPALA SUB BIDANG PENYULUHAN

2. ESELON : IV-a

3. UNIT KERJA . BIDANG PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN
PENYULUHAN

4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYULUHAN BERDASARKAN
KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR BERJALAN SESUAI SASARAN
| DAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.

1

S. URAIAN TUGAS

5.1 merencanakan kegiatan Sub Bidang Penyuluhan sesuai rencana
operasional bidang;

5.2 membagi tugas, member petunjuk dan membi
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

5.3 melaksanakan perintah atasan sesuai bidang tugas
pelaksanaan tugas;

5.4. membuat laporan lisan dan tertulis d
elektronik maupun materi penyuluhan bi
pendapatan daerah lain-lain sesuai mekanisme,
ketentuan yang berlaku;

5.5. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pendapatan daerah;

5.6. melaksanakan sistem informasi manajemen pendapatan daerah
berbasis aplikasi;

5.7. melaksanakan konsep Standar Operasional Prosedur;

5.8. melakukan konsultasi pelaksanaan tugas kegiatan dengan atasan dan
koordinasi antar sub bidang dalam bidang guna sinkronisasi
pelaksanaan tugas;

5.9 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;

5.10 melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagau
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

511 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai h
dengan tugas dan fungsinya.

mbing bawahan agar
guna kelancaran
alam bentuk media cetak,

dang pajak, retribusi dan
prosedur berdasarkan

URAIAN TUGAS...



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN :  KEPALA
: UPTD
2. ESELON : IV-a
3. UNIT KERJA :  BADAN PENDAPATAN DAERAH

4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGOORDINIR, MENGENDALIKAN DAN
MENGEVALUASI PELAKSANAAN PENDAPATAN MELALUI UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANC
BERLAKU DALAM RANGKA PENINGKATAN TARGET PENERIMAAN
PENDAPATAN KABUPATEN ROTE NDAO

5. URAIAN TUGAS

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

merencanakan langkah-langkah operasional UPTD Badan
Pendapatan Daerah berdasarkan rencana kerja badan dan hasil
evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk dipergunakan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan agar
tercipta efektifitas pelaksanaan tugas;

mengoreksi dan mengevaluasi pelaksanaan  tugas bawahan
berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya
tepat waktu dan tepat sasaran;

mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas pemugutan
pajak daerah, retribusi daerah dan pajak bumi dan bangunan yang
ada di wilayah UPTD;

melakukan konsultasi pelaksanaan tugas kegiatan dengan atasen
dan koordinasi antar sub bidang dalam bidang dalam rangka
sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;

melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan
bermoral,;

melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...

’f
b
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URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN . KEP
. ALA
ESELON . Tk SUB BAGIAN TATA USAHA

UNIT KERJA : UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH
RUMUSAN TUGAS

S

5.1 merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata

5.2 membagi tugas, memberi pctunj-u

5.3 mengoreksi dan mengevaluasi pelaksan

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGOORDINIR, MENGENDALIKAN
DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN,
PELAPORAN, SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, KETATAUSAHAAN
SERTA KERUMAHTANGGAAN BERDASARKAN ~KETENTUAN  DAN
PRGSEDUR YANG BERLAKU DALAM RANGKA PENINGKATAN TARGET]
PENERIMAAN PENDAPATAN KABUPATEN ROTE NDAO ]

URAIAN TUGAS

Usaha berdasarkan langkah-

langkah operasional UPTD serta evaluasi tahun sebelumnya sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
k dan membimbing bawahan agar

tercipta efektifitas pelaksanaan tugas;
aan tugas bawahan berdasarkan

rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan

tepat sasaran;

5.4 penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran,
5.5 pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;

5.6 penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
5.7 mengumpulkan bahan penyusunan laporan pengendalian

internal,

laporan keuangan dan aset, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan laporan kinerja lainnya sesuai ketentuan dan
prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan

kinerja;

5.8 mengendalikan pengelolaan administrasi anggaran dan belanja agar

tertib administrasi;

5.0 menyusun rencana kebutuhan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran

dan pendistribusian barang;

5.10 melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan inventarisasi,

pemanfaatan, pemindatanganan, pemusnahan serta penghapusan
barang milik daerah;

surat-menyurat, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan

5.11 menata pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan %

perlengkapan kantor, penataan arsip dan pengeturan ruang kerja serta
kebersihan dan kenyamanan kantor; ﬁ

5.12 mengendalikan pelaksanaan pengamanan kantor pada jam dinas

maupun diluar jam dinas;

5.13 mengendalikan...



(4]
-
w

5.16

.18

o]}

men - .
hariag_r:‘r:ndlah]'can rekapitulasi kehadiran : .
' agar tersedia data bagi : pegawai sesuai daftar hadir
melakukan konsultasj ok pembinaan disiplin pegawai;
koordinasi antar bid pelaksanaan tugas kegiatan dengan atasan dan
kegiatan; ang dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan
melakukan evaluasi _
i:;nasalahan disi m:lcan?esl::::;;:? tugas, guna mengetahul
memotivasi g:iua;mn kmcr:ia, perilaku dan pembinaan disiplin serta
Aparatur Sipil Negaanra sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
melaksanak:t;n yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
frfies Fvaluasx dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
amn; triwulan, semesteran dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

N
~Sekretaris Daerah F

Asisten Administrasi Umum U
Kepala Bagian Hukum




LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN . KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAE

2. ESELON . II-b RAH

3. UNIT KERJA . BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH

4. RUMUSAN TUGAS

MERUMUSKAN _ KEBIJAKAN  TEKNIS  PEMBINAAN ADMINISTRASI |
KEPEGAWAIAN MELIPUTI KESEKRETARIATAN, PERENCANAAN,
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN
PENGHARGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SERTA
MUTASI DAN PROMOSI BERDASARKAN KETENTUAN DAN
BERLAKU UNTUK MENINGKATKAN LAYANAN ADMINISTRASI.

5. URAIAN TUGAS

5.1 merumuskan Rencana Strategis badan berdasarkan Rencana

Pemban an Jan Menengah Daerah Kabupaten dan kebijakan
gun gka g gk

Bupati serta masukan dari komponen masyarakat untuk menin
pelayanan pemerintahan;
5.2 merumuskan dan mene

tapkan Indikator Kinerja Utama, Rencana
Kinerja Tahunan, Rencana Kerja tahunan, Perjanjian Kinerja dan
rencana kerja badan lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan
melaksanakan kegiatan dalam tahun berjalan;

5.3 merumuskan Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran badan sesual
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman operasional
dalam melaksanakan kegiatan dalam tahun berjalan;

5.4 merumuskan dan menetapkan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja,
Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis, Standar
Operasional Prosedur dan Standar Pelayan Publik;

5.5 merumuskan, menetapkan dan megevaluasi budaya kerja dan kinerja
badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya
etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal,
ekonomis dan bermanfaat;

5.6 menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh auditorq
pemerintah;

5.7 mengoordinir penyelenggaraan program dan/atau kegiatan badan
berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mencapai
target yang telah di tetapkan;

5.8 merumuskan ...



5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

S5.14

5.15

5.16

S 17

5.18

S5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

merumus
dalam pc:ﬁ;;ciedoman’ standar, norma dan petunjuk teknis pembinaan
dan prosedur ggaraan kepcgawmg}n di daerah berdasarkan ketentuar
kerja dinas; yang berlaku sebagai pedoman penyelenggaraan prograrm
I;zl:;}gfm:;ﬂ mcmpel'ta'ngg‘ungjawabkan aset agar terpelihara dan
Kan secara efektif dan efisien;
mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaar
Sumber Daya Manusia aparatur yang berbasis kinerja agar tersediz
aparatur yang kompeten di bidangnya;
mengoordinasikan rencana pengembangan sistem informasi kepegawain
dan memberi petunjuk pengelolaan data base untuk kebutuhan internal
dan eksternal;
mengoordinir rencana analisis kebutuhan/pengadaan, formasi,
distribusi, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara sesuai kebutuhan
daerah;
mengarahkan pelaksanaan ujian penerimaan Aparatur Sipil Negara,
keputusan pengangkatan dan sumpah janji sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; )
mengarahkan pelaksanaan pengurusan Kkenaikan pangkat bagi Aparatur
Sipil Negara yang telah memenuhi syarat, pelaksanaarn seleksi jabatan
serta pemberian penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk
meningkatkan motivasi kerja aparatur; )
mengarahkan pelaksanaan assesment center calon pejabat Aparatur
Sipil Negara sesuai ketentuan yang berlaku; )
mengarahkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan
serta penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara agar tercipta
Aparatur Sipil Negara yang disiplin dan bermoral;
mengarahkan kegiatan diklat penjenjangan dan
berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku; .
mengoordinir pengkajian dan penyiapan telaahan staf, informasi staf,
saran dan pendapat baik diminta maupun tidak, kepada Bupati terkait
kebijakan bidang kepegawaian di daerah;
mengendalikan penyusunan dan menetapkan Laporan pengendalian
internal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
laporan keuangan dan aset serta laporan kinerja lainnya sesuai
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kinerja;
melaksanakan  koordinasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan
atasan/instansi terkait agar tercipta sinkronisasi;
melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
mengevaluasi pelaksanaan tugas badan berdasarkan rencana kerja
untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan
alternatif pemecahan masalah;
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan,
semesteran dan tahunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
tugas dan fungsinya.

teknis fungsional agar

URAIAN TUGAS...



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN 3 SEKRETARIS

2. ESELON . m_a

3. UNIT KERJA :  BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH

4. RUMUSAN TUGAS

"MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI |
| PELAKSANAAN KEGIATAN KESEKRETARIATAN MELIPUTI UMUM DAN
| KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, ASET, PERENCANAAN, EVALUASI DAN
' PELAPORAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BE

AGAR TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRATIF YANG CEPAT, TEPAT,
LANCAR, DAN AKUNTABEL. =

5. URAIAN TUGAS

5.1 merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat bc_rdasarkan
rencana kerja badan serta evaluasi tahun sebelumnya sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;
mengoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama, Perencanasn
Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian
Kinerja dan rencana kerja badan lainnya sesuai ketentuarn dan prosedur
yang berlaku;
5.3 mengoordinir penyusunan program /kegiatan di lingkungan badan agar
tersedia perencanaan program kegiatan

.Ul
b

5.4 mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman
operasional dalam melaksanakan kegiatan dalam tahun berjalan;

5.5 mengoordinir penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja,
Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis dan Standar
Operasional Prosedur dan Standar Pelayan Publik;

5.6 mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan budaya kerja dan kinerja
badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya
etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal,
ekonomis dan bermanfaat;

5.7 mengoordinir pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan agar tersedia layanan administrasi yang cepat, tepat dan
lancar;

5.8 mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai

_ efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;

5.9 mengoordinir penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan oleh auditor pemerintah;

5.10 :n;::;goordm;r penyusunan pedoman, stamilar, norma dan petunjuk
de,-a 3 r:h p;:l:l rd::imez;yclenggaman transmigrasi dan tenaga kerja di

etentuan dar prosedur yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan program kerja badan;

5.11 menganalisa...



11

1)}

5.13

S5.14

5.15

5.16

S &g

5.18

5.19

menganalisa kebutuh .
untuk ditempatkan :n begawal dan membagi seluruh staf badan
men ‘o pada setiap bidang sesuai kebutuhan d ian;
goordinir penyusunan telaah : han dan keahlian;
pendapat kepada Bupati terkai Ak staf, informasi staf, saran dan
mengoordinir pelaksan oAl kebl‘m.kan kepegawaian di dacrah;
kegintan: aan evaluasi dan pelaporan program dan
m o
ke?f;? ;;ﬁmdaas;ka: Ftbenyusunan laporan pengendalian internal, laporan
Relicrargss Pertm:e , L&.poran Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan
Dacrab dan| ggl{ngjfflwal?an, laporan Penyelenggaraan Pemerintahi
Bt ap-oran kinerja lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
melakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas/ kegiatan
dengan atasan/instansi terkait untuk mendapat masukan dalam rangké
kelancaran pelaksanaan tugas;
melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serti
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanyd
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, guna mengetahui permasalahan
dan mencari solusinya; f
melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan
tahunan sebagai masukan kepada atasan; dan : p
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...



D!

TET\];%SI BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR

SER PTA  PENATAAN PERSONALIA YANG KOMPETEN SESUAI
KEMBANGAN DEMI TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASL]

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN

g- ESELON ‘ :;EPEGAWMAN
4. RUMUSAN TUGAas . SEKRETARIAT
— :
MERENC |
KEPEGA£:I?\}§JA N DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN UMUM DAN |
PENGAWASAN MELIPUTI PENYIAPAN BAHAN URUSAN KEPEGAWAIAN,
PERLENG MELEKAT, BUDAYA KERJA, KETATAUSAHAAN,

KAPAN SERTA URUSAN RUMAH TANGGA DAN PERJALANAN

| YANG TEPAT DAN AKURAT.

S.

S.1

o.2

5.3

5.4

3.5

5.6

5.7

5

5.9

URAIAN TUGAS

merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan langkah-langkah operasional Sekretariat serta evaluasi
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas dan membimbing bawahan sesuai dengan permasalahan '

dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan
tugas/kegiatan;

menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Standar Kompetensi
Jabatan, Standar Kompetensi Teknis, Standar Operasional Prosedur
dan Standar Pelayan Publik;

menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan budaya kerja dan kinerja
badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya
etos kerja yang tinggi serta pngelolaan administrasi yang optimal,
ekonomis dan bermanfaat;

menata pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan
surat-menyurat, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan
perlengkapan kantor, penataan arsip dan pengeturan ruang kerja serta
kebersihan dan kenyamanan kantor;

mengendalikan pelaksanaan pengamanan kantor pada jam dinas
maupun diluar jam dinas;

memberikan layanan hubungan masyarakat kepada instansi/pihak
terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan
tugas;

mengendalikan dan memeriksa pengumpulan pelaporan data
penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengumpulan Kartu Pegawai,
Kartu Istri/Kartu Suami, Kartu Indonesia Sehat/kartu Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
dan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
agar tersedia usulan yang valid;

menerima dan mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan
gaji berkala, cuti pegawai, model C dan Sasaran Kinerja Pegawai agar
tercipta tertib administrasi;

5.10 melakukan ...

?
p



5.10 melakukan
Kepegawaian P:ngus kebutuhan diklat pegawai pada Badan
diklat stl'u.ktu::n Penscmbmgm Sumber Daya Manusia Daerah baik
waktu d &, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat
lanjut; an dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih

.U'I

: ?:r?ag:nd ﬂ?kapinﬂasi kehadiran pegawai sesuai daftar hadir
12 menyj agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;
€nylapkan penyusunan telashan staf, informasi staf, saran dan

513 Pendaalnpal t kepada Bupati terkait kebijakan kepegawaian di daerah;

| e konsultasi  pelaksanaan tugas/kegiatan  dengan
atasan/instansi terkait untuk mendapat masukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptany&
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
S.15 melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, guna mengetahui permasalahan %

u

S.14

dan mencari solusinya;
5.16 melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan
tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan _ L
5.17 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS...



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMAJ

ABATAN :  KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, ASET,
> BSELON | r‘lil:ENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
3. UNIT KERJA :  SEKRETARIAT

4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN  DAN  MELAKSANAKAN _ KEGIATAN  URUSAN
PERENCANAAN, KEUANGAN, PENATAAN ASET, EVALUASI DAN PELAPORAN
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR
TERWUJUD PENGELOLAAN KEUANGAN, SERTA PROGRAM, DATA,
EVALUASI DAN PELAPORAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. B

S. URAIAN TUGAS

5.1  merencanakan kegiatan di Sub Bagian Keuangan, Asct, Fercncanast
Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan langkah-langkah .operasxonal
Sekretariat serta evaluasi tahun sebelumnya scbagai pedoman

pelaksanaan tugas/kegiatan;

5.2 membagi tugas dan membimbing bawahan sesu
dan bidang tugas masing-masing agar tercapai
tugas/kegiatan;

5.3 menyusun Rencana Strategis,
Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan
lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;

5.4 menyiapkan penyusunan dan penjabaran program agar tersusun
program dan kegiatan yang akomodatif;

5.5 menyusun Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran

dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran badan sesuai
ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman operasional
dalam melaksanakan kegiatan dalam tahun berjalan;

5.6 mengendalikan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan dan
belanja agar tertib administrasi;

5.7 menyusun rencana kebutuhan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran
dan pendistribusian barang;

5.8 melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan inventarisasi,
pemanfaatan, pemindatanganan, pemusnahan serta penghapusan
barang milik daerah;

5.9 menyiapkan data tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan oleh auditor

ai dengan permasalahan
efektivitas pelaksanaan

Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja,
rencana kerja badan

pemerintah;

5.10 melaksanakan evaluasi program dan kegiatan badan sesuai target
kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan program dan kegiatan
tahun berikutnya;

5.11 mengumpulkan bahan penyusunan laporan pengendalian internal,
laporan keuangan dan aset, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan laporan kinerja lainnya sesuai ketentuan dan
llz;-o-.v.«:.dl.u- yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan

nerja;

5.12 melakukan ...

f
'



n

n
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n

n

12

.13

14

A5

.16

i 77

melakukan >
’ P m!‘onﬂﬂt?:i mgkm tugas/kegiatan dm%“‘;
'tasan instan terkai mendapat masukan dalam rangkz
:elancaran pelaksanaan tugas;

hkukanﬁv _pemlaiankinerja,pcrilakudanpcmbinaandbipﬁﬂm
A amIi‘a“’ah:.ms.c:suaskt:tcm:u:.mJr'élﬂsbcr'lak!-li\!ﬁﬂftﬂ""'fm‘"’“l

paratur Sipil Nesarayanghandahdisipﬁmpwfﬁ?ﬂm‘d”maj;
melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, guna mengetahui permasalahas
dan mencari solusinya;
melaporkan pelaksanaan tugas, guna mengetahui permiaszalahan dan
mencari solusinya;
melaporkanhasﬂpelaksanaanmgasbulanamu'iwulaﬂ,scmutcfanda“
tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
tugas dan fungsinya.
URAIAN TUGAS...

i
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URAIAN TUGAS JABATAN

. EQ;‘{}O‘;AB”AN : KEPALA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
: b
3. UNIT KERJA :  BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH

4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL BIDANG MUTASI
PEGAWAI YANG MELIPUTI PENEMPATAN DAN KEPANGKAT
JABATAN SERTA PEMBERHENTIAN DAN PENGEMBANGAN KARI
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDU
TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN LAYANAN

‘ KEPEGAWAIAN SECARA BAIK SERTA MENINGKATKAN MANAJEMEN
. PENGELOLAAN PEGAWAI.

-______———--1
DAN PROMOSI
AN, SELEKSI
R PEGAWAI

R YANG BERLAKU AGAR
ADMINISTRASI

.

S. URAIAN TUGAS

oo o 0 O
Bnoooxma\ [ )

wn
[
—_

5.14

5.15
5.16
5.17
5.18
5.19

merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Mutasi dan Promost
sesuai dengan rencana kerja badan serta evaluasi tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahkan l:':awa.han
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas/kegiatan;

menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang mutasi dan promosi;
merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksan
promosi;

memverifikasi dokumen mutasi dan promosi;
mengoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;
menyelenggarakan proses mutasi dan promosi;
mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi;
melaksanakan Administrasi penempatan dari dan dalam jabatan
pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;

mengoordinir pelaksanaan Pengangkatan, Pemberhentian dalam jabatan
struktural dan fungsional, pemindahan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;
melakukan verifikasi permohonan kartu istri/suami Aparatur Sipil

aan mutasi dan

Negara;
melakukan koordinasi dan mempersiapkan data/fasilitas pendukung

lainnya untuk mensukseskan pelaksanaan pelantikan pejabat
struktural/fungsional;
menganalisa data tim penilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai

ketentuan prosedur;
melaksanakan kegiatan seleksi jabatan;
mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;

membuat daftar penjagaan pensiun;
memverifikasi dokumen usulan pensiun,;
mengoordinir pengurusan pensiun;
5.20 membuat...



5.20
5.21

5.22
5.23
5.24
5.25

5.26
9.27
5.28
5.29
5.30
S5.31
5.32
S5.33

5.34

5.35
5.36

5.37

$§:zua;jdﬂt§r penjagaan kenaikan pangkat;
goordinasikan pengurusan Kenaikan Pangkat yang telah memenubhi

syarat;

memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat;

mengusulkan berkas kenaikan pangkat;

memverifikasi draft keputusan kenaikan pangkat;

membuat daftar penjagaan kenaikan
Perangkat Daerah;

memproses kenaikan gaji berkala untuk Kepala Peran

gaji berkala untuk Kepala

gkat Daerah;

mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan;
menyusun pedoman pola pengembangan karir;

menyusun Daftar Urutan Kepangkatan;
mengevaluasi dan pelaporan hasil pengem

menganalisis dan memverifikasi berkas usu _
bangan karir dan promosi;

dengan atasan/ instans
ancaran pelaksanaan tugas;
dan pembinaan disiplin serti

ang berlaku agar terciptanyt

mengevaluasi dan pelaporan pengem
melakukan koordinasi tugas/kegiatan
untuk memperoleh masukan guna kel
melakukan penilaian kinerja, perilaku
memotivasi bawahan sesuai ketentuan Yy

Aparatur Sipil Negara vang handal, disiplin, pro
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginven

dilingkup tugas serta mencari solusinya;
melaporkan hasil pelaksanaan tug
tahunan sebagai bahan masukan kepada a
melaksanakan tugas kedinasan lain yang
tugas dan fungsinya.

bangan kompetensi;

lan promosi;

i terkait

fesional dan bermoral;
tarisasi permasalahat

as bulanan, triwulan, semesteran dan

tasan; dan
diberikan oleh atasan sesuai

URAIAN TUGAS...

F
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URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN +  KEPALA BIDANG

PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI,
PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN

2. ESELON | EEII:GHARGMN

3. UNIT KERJA . BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH

4. RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN,
INFORMASI, PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR|
TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN  LAYANAN  ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN SECARA BAIK SERTA MENINGKATKAN MANAJEMEN

PENGELOLAAN PEGAWAL. —
S. URAIAN TUGAS

5.1 merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pengadaan,
Pemberhentian, Informasi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
sesuai dengan rencana kerja badan serta evaluasi tahun sebelumnyan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

52  mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahkan bawahan
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas/kegiatan;

5.3 menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

5.4 memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma,
prosedur dan kriteria di bidang mutasi dan promosi;

5.5 merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi,
Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;

5.6 menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk
pelaksanaan pengadaan;

5.7 menyelenggarakan pengadaan Pegawai Negari Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

5.8 menyusun konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan;

5.9 mengevaluasi Pelaksanaan Pengadaan;

5.10 mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian;

5.11 memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian;

5.12 mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberhentian;

5.13 memverifikasi database informasi kepegawaian;

5.14 mengoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;

5.15 merencanakan pengembangan sistem informasi kepegawaian;

5.16 mengelola sistem informasi kepegawaian;

5.17 menyusun data kepegawaian;

5.18 mengevaluasi sistem informasi kepegawaian;

5.19 mengoordinir kegiatan penilaian kinerja;

5.20 merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja
aparatur;

standar,

5.21 membuat...



5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31

5.32

5.33

S5.34

5.35

5.36

5.37
5.38

5.39

membuat .1r.1formasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur;
menganalisis hasil penilaian kinerja apatur;

mengevaluasi dan melaporkan hasil penilaian kinerja aparatur;
merencanakan dan melaksanakan pembinaan aparatur;

memverifikasi tingkat kehadiran aparatur;

mengkaji penjatuhan hukuman disiplin aparatur;

memverifikasi usulan pemberian penghargaan;

menyusun dan memproses usulan pemberian penghargaan;
mengevaluasi dan pelaporan pemberian penghargaan;

memfasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara; .
merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan mecsf
Aparatur Sipil Negara (Korps Pegawai Negeri Sipil dan Lembaga Profesi
Aparatur Sipil Negara lainnya); .
mengelola ° admginistrasi umum, kepegawaian _ dan kegl&;mf
keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi
Aparatur Sipil Negara; o '
mengoordinasikan tata hubungan kerja di setiap Jenjang’kepcngums;..n,“
mengevaluasi dan pelaporan kegiatan lembaga profesi Aparatur SI1p
Ne am; " - -
mcglakukan koordinasi tugas/kegiatan dengan atasan/instansi 'terkalt
untuk memperoleh masukan guna kelancaran pelak.sa.naan t:u'ga.'?., o
melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan d1slplu:1 se :
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terc1pta‘nya
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, grofesion.al da'sm bcrmo;'la:},)
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permas an
dilin tugas serta mencari solusinya;

mela%p]::ian ?msil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan
tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan .
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual

tugas dan fungsinya.
URAIAN TUGAS...

-



URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN :  KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR

2. ESELON . IlI-b

3. UNIT KERJA :  BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH

4. RUMUSAN TUGAS

[ MERENCANAKAN OPERASIONAL BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
| APARATUR BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU
_ UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAL

S. URAIAN TUGAS

3.1

5.2

S.4

5.5
5.6
9.7

5.8
5.9

S.10

5.11

3.12
913
S.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
221
5.22

5.23

operasional Bidang Pengadaan,

rja Aparatur dan Penghargaan
ebelumnya

merencanakan langkah-langkah
Pemberhentian, Informasi, Penilaian Kine
sesuai dengan rencana kerja badan serta evaluasi tahun s
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahkan t.)awahan
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas/ kegiatan,;

menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang mutasi dan promosi;

merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi;

memfasilitasi pengembangan kompetensi;

merencanakan kebutuhan Pelatihan Struktural Kepeminpinan dan
Sertifikasi;

memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;

mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan diklat penjenjangan dan

teknis fungsional;
menyusun daftar kebutuhan Pelatihan Struktural Kepeminpinan dan

teknis fungsional;
menginventaris data calon peserta Pelatihan Struktural Kepeminpinan

dan teknis fungsional,;

mengusulkan peserta Pelatihan Struktural Kepeminpinan;

mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;
mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;

memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan;

mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat;

menyusun daftar kebutuhan diklat teknis fungsional;

menginventaris data calon peserta diklat teknis fungsional;

mengusulkan peserta diklat teknis fungsional;

mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;

mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat;

menfasilitasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ljazah;

menerbitkan sertifikat Ujian Dinas dan Ujian Kenaiakan Pangkat
Penyesuaian ljazah;

5.24 mengevaluasi...

b



5.24

S5.25

5.26

927

5.28

5.29

5.30

5.31

5.32

mengcvalyasl . Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkal
Penyesuaian Jjazah:

melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkal
Penyesuaian ljazah;

menfasilitasi Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan
Calon Pegawai Negeri Sipil;

mcrllgevaluasi pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja dan Calon Pegawai Negeri Sipil; ) i
melakukan koordinasi tugas/kegiatan dengan atasan/instansi Lerkatk
untuk memperoleh masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan dnsnpln:l serta
memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptany&
Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugas serta mencari solusinya;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semes
tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan o
tugas dan fungsinya.

teran dan

leh atasan sesuali
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